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Penulis 
ABSTRACT 
This study aims to examine the effect of utilization of regional financial 
accounting information systems and human resource capacity on the quality of 
local government financial statements. This study also whether the internal 
control system moderate the influence of utilization of regional financial 
accounting information systems and human resource capacity to the quality of 
local government financial statements. 
 
The data were used in the research was primary data. To collect of the 
data by using questionnaire that was disseminated to respondent. Questionnaires 
were distributed to 69 employees of local government apparatus Klaten Regency 
who were involved in the process of preparing the financial statements. The 
analyzing of the data was used in this research was Moderated Regression 
Analysis (MRA). 
 
The results of this study indicate that the utilization of regional financial 
accounting information system has no effect on the quality of local government 
financial statements while the capacity of human resources negatively affect the 
quality of local government financial statements. The results of this study also 
indicate that the internal control system does not moderate the relationship 
between the utilization of regional financial accounting information system to the 
quality of local government financial statements while the internal control system 
can moderate the relationship between the capacity of human resources to the 
quality of local government financial statements. 
 
Keywords: utilization of regional financial accounting information system, human 
resource capacity, internal control system, and quality of local government 
financial report 
  
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini juga apakah 
sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada 
responden. Kuesioner dibagikan kepada 69 pegawai Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Klaten yang terlibat dalam proses penyusunan laporan 
keuangan.. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Moderated Regression Analysis (MRA). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah sedangkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak memoderasi hubungan 
antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan sistem pengendalian intern dapat 
memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah 
 
Kata kunci: pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, 
kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah semakin 
menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga pemerintahan. 
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban suatu instansi 
pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan organisasi kepada 
publik secara periodik (Mardiasmo, 2009). Salah satu bentuk pertanggungjawaban 
publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah berkewajiban menyusun laporan 
keuangan secara periodik. 
Banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang 
disajikan oleh pemerintah daerah sebagai bahan pengambilan keputusan. 
Informasi yang disajikan tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai dan 
informasi tersebut harus mempunyai nilai (Pujiswara, 2014). Sehingga, 
pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Oleh 
karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan 
pengambilan keputusan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). 
Kualitas merupakan sesuatu yang sudah memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan. Kriteria untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 
pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang 
 
 
Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa terdapat 4 
(empat) prasyarat normatif agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 
kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat 
dipahami. 
Kualitas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang 
memiliki kriteria antara lain: (a) kesesuaian dengan SAP, (b) kecukupan 
pengungkapan, (c) kepatuhan terhadap peratuan perundang-undangan, (d) 
efektivitas sistem pengendalian intern. Kualitas laporan keuangan berpengaruh 
pada akuntabilitas, dengan kualitas laporan keuangan yang baik akan memberikan 
pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat, hal tersebut akan 
berpengaruh terhadap pemberian opini atas kewajaran informasi keuangan yang 
disajikan (LHP BPK RI atas LKPD  Klaten Tahun 2015). 
Fenomena buruknya kualitas informasi laporan keuangan daerah 
memberikan peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang 
keuangan, terlihat dari banyaknya pejabat yang terjerat kasus hukum dan dapat 
menimbulkan kerugian negara/daerah. Namun dalam kenyataannya, Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan banyak permasalahan pada 
pengelolaan keuangan pemerintah saat melakukan pemeriksaan atau audit atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menunjukkan lemahnya 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.  
Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD Kabupaten 
Klaten selama lima tahun, dari tahun 2011-2015, BPK memberikan opini WDP 
 
 
(Wajar Dengan Pengecualian) dan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), 
sebagaimana tersaji dalam tabel 1. 
 
Tabel 1.1 
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Kabupaten Klaten Tahun 
2011-2015 
 
Tahun Opini BPK Keterangan 
2011 Wajar Dengan Pengecualian BPK menemukan kelemahan 
sistem pengendalian dalam 
penyusunan laporan keuangan 
dan ketidakpatuhan terhadap 
peraturan perundangundangan 
dalam pengelolaan keuangan 
daerah 
2012 Wajar Dengan Pengecualian 
2013 Wajar Dengan Pengecualian 
2014 Wajar Dengan Pengecualian 
2015 Wajar Tanpa Pengecualian 
Sumber : LKPD Klaten Tahun 2011-2015 
Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, LKPD Kabupaten Klaten 
mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini dikarenakan data 
yang diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Pemerintah 
Kabupaten Klaten tidak sesuai dengan keadaan di lapangan (Lewier dan 
Kurniawan, 2015). Fakta tersebut menunjukkan buruknya transparansi dan 
akuntabilitas keuangan daerah yang dapat menghambat kinerja pemerintah daerah 
dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. 
Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas 
tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi 
 
 
relevan yang dibutuhkan para pengguna karena laporan tersebut tidak dapat secara 
langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial.  
Sedangkan LKPD tahun 2015 menunujukkan kenaikan opini WTP 
dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan adanya perbaikan 
sistem pengelolaan keuangan daerah dan tanggungjawab khususnya dalam 
pencatatan dan pelaporan keuangan daerah pemerintah daerah Klaten. Walaupun 
demikian BPK juga masih menemukan adanya kelemahan pengendalian 
(ppid.klatenkab.go.id). 
Pemerintah Kabupaten Klaten telah bekerja keras berupaya mendapatkan 
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 
hal ini dibuktikan dengan LKPD Kabupaten Klaten berhasil meraih Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP)  untuk pertama kalinya (Wulandari, 2016). 
Akan menjadi tantangan tersediri bagi pemerintah daerah dalam 
mewujudkan akuntabilitas keuangan yang berkualitas yang tercermin melalui 
opini auditor. Pentingnya upaya dan komitmen dari berbagai pihak dan aspek 
yang menentukan kualitas informasi dari laporan keuangan pemerintah daerah 
sehingga akan menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari tim audit BPK. 
Pemerintah daerah yang seharusnya mendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan APBD setempat. 
Sistem Informasi Akuntansi pada pemerintah daerah mengacu pada 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 yang direvisi oleh Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 yang mewajibkan setiap pemerintah daerah 
menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam mengelola keuangan 
 
 
daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah sangat penting 
dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah 
dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi untuk mendukung 
sistem informasi keuangan daerah. 
Menurut Sari (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah merupakan penerapan sistem mulai dari 
pengelompokkan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan 
pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu informasi 
yang nantinya dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan keputusan 
masing-masing SKPD dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah 
daerah.  
Seiring diberlakukannya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, 
dapat dipastikan bahwa penerapannya memerlukan sarana pendukung berupa 
teknologi informasi yang berbasis sistem. Teknologi informasi meliputi komputer 
(mainframe,mini,micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, 
intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan 
teknologi (Wilkinson et al., 2000).  
Berdasarkan survei yang telah dilakukan terhadap SKPD Kabupaten  
Klaten ternyata dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
masih adanya gangguan pada sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang 
menggunakan jaringan internet dan jaringan komputer yang menimbulkan kendala 
dalam proses penyusunan laporan keuangan. 
 
 
Laporan keuangan baik tidak dapat dipisahkan dari faktor kapasitas 
sumber daya manusia. Kapasitas sumber daya manusia merupakan kemampuan 
yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi-
gungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. 
Oleh karena itu, kapasitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan.  
Berdasarkan data pada badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 
daerah Kabupaten Klaten terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rata-rata 
memiliki tingkat pendidikan formal SMA. Hal ini dapat dikatakan masih 
sedikitnya kapasitas sumber daya manusia yang memilki latar belakang 
pendidikan yang tinggi, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang belum 
maksimal yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut.  
Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para 
pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki 
kapasitas dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi. Menurut 
Tuasikal (2007) menyatakan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia 
dipengaruhi oleh peran aparatur yang mendorong pegawai/staf memanfaatkan 
teknologi informasi agar tujuan pengelolaam keuangan tercapai.  
Adanya dukungan sistem pengendalian intern yang kuat tentunya akan 
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 
15 Tahun 2004, penilaian kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan 
berdasarkan pada kriteria efektivitas SPI. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
selaku auditor eksternal senantiasa menguji “kekuatan” SPI ini di setiap 
 
 
pemeriksaan yang dilakukannya untuk menentukan luas lingkup pengujian yang 
akan dilaksanakannya.  
Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten ternyata 
masih adanya sistem pengendalian intern yang lemah, hal ini dinyatakan dalam 
opini BPK. Walaupun pemerintah kabupaten berhasil menjadikan laporan 
keuangan mendapat opini WTP dri BPK namun tidak dapat dipungkiri bahwa 
sistem pengendalian dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan 
terhadap peraturan perundangundangan dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang 
kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Sapitri (2015), Yudianta dan Erawati 
(2012) dan Mahaputra (2014) yang menemukan bukti bahwa kapasitas sumber 
daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
Adanya perbedaan hasil penelitian antara lain penelitiannya Yendrawati 
(2013) menemukan bukti bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kapasitas sumber 
daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan 
keuangan. Sedangkan hasil penelitian Sukmaningrum (2012) menemukan bahwa 
sistem pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas 
informasi laporan keuangan, sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. 
Terdapat beberapa penelitian terdahulu antara lain penelitiannya 
Evicahyani (2016), dan Sari (2014) yang meneliti tentang pemanfaatan sistem 
 
 
informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
laporan keuangan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014) memiliki 
hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah tidak berpengaruh signfikan terhadap kualitas laporan keuangan. 
Penelitian ini memodifikasi model penelitian Sari (2014). Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian Sari (2014) adalah penelitian ini menggunakan 
variabel independen yaitu kapasitas sumber daya manusia dan menggunakan 
sistem pengendalian intern sebagai variabel yang moderasi. Karena adanya sistem 
pengendalian intern merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan 
pengelolaan keuangan negara yang amanah. 
Obyek penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten 
Klaten. Pemilihan obyek penelitian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten 
karena adanya kenaikan opini audit Wajar Dengan Pengecualian ke opini audit 
Wajar Tanpa Pengecualian yang di terima oleh Pemerintah Daerah Klaten untuk 
pertama kalinya.  
Selain itu, penelitian mengenai penyajian laporan keuangan masih 
mengalami kendala yang dibuktikan melalui opini wajar tanpa pengecualian dari 
BPK. Dan laporan keuangan belum dipublikasikan secara luas melalui media 
massa seperti internet, sehingga masyarakat sulit mengakses atau memperoleh 
informasi laporan keuangannya. 
Berdasar latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengambil 
judul penelitian “Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, 
Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
 
 
Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel 
Moderating (Studi Pada SKPD Kabupaten Klaten)”. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah 
sebagai berikut: 
1. Masih sedikitnya sumber daya manusia yang memiliki tingkat pendidikan 
tinggi yang berkerja di Pemerintah Daerah. Sehingga belum sepenuhnya 
memiliki kapasitas yang baik maka belum menghasilkan laporan keuangan 
yang berkualitas yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut. 
2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah belum diterapkan 
secara optimal karena masih adanya gangguan sistem informasi akuntansi yang 
menggunakan jaringan internet yang menimbulkan kendala dalam proses 
penyusunan laporan keuangan. 
3. Adanya Sistem Pengendalian Intern yang masih lemah, hal ini menyebabkan  
masih kurangnya kualitas laporan keuangan pemerinah daerah sehingga akan 
mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK.  
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok bahasan dan lebih 
terperinci, maka permasalahan penelitian dibatasi mengenai ruang lingkup 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya 
manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan sistem pengendalian 
 
 
intern sebagai variabel moderating secara khusus pada pemerintah daerah 
kabupaten Klaten. 
1.4 Rumusan Masalah 
Berdasarkan pembatasan masalah yang sudah diuraikan di atas peneliti 
merumuskan masaah sebagai berikut: 
1. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 
2. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah? 
3. Apakah sistem pengendalian intern dapat memoderasi pengaruh pemanfaatan 
sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah? 
4. Apakah sistem pengendalian intern dapat memoderasi pengaruh kapasitas 
sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan 
penelitisn ini adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
2. Untuk menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
 
3. Untuk menganalisis sistem pengendalian intern dapat memoderasi pengaruh 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
4. Untuk menganalisis sistem pengendalian intern dapat memoderasi pengaruh 
kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masing-
masing pihak sebagai berikut: 
1. Bagi Akademisi 
Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan 
referensi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian lebih lanjut mengenai 
masalah yang sama, serta menambahkan pengetahuan pembaca sebagai bahan 
kepustakaan terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik 
khususnya untuk kualitas laporan keuangan pada sektor publik. 
2. Bagi Praktisi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi 
pemerintahan maupun perusahaan, baik berupa masukan ataupun 
pertimbangan terkait pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 
daerah, kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan 
daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating. 
 
 
 
1.7 Jadwal Penelitian 
Terlampir 
1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 
Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas pembahasan maka 
penulisan skripsi ini dibagi ke dalam bab yang berurutan dan saling berkaitan, 
yaitu : 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
pebelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  
BAB II : LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang kajian teori, hasil penelitian yang relevan 
dan kerangka berfikir. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, metodologi 
penelitian, variabel, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, data dan 
sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data. 
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini memaparkan tentang gambaran umum penelitian, pengujian dan 
hasil analisis data, pembahasan hasil analisa data dan jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah. 
 
 
 
 
BAB V : PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-
saran. 
 
  
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1. Kajian Teori 
2.1.1.  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Organisasi sektor publik dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan 
eksternal. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun dngan standar 
akuntansi yang berlaku. Menurut Bastian (2010) menyatakan bahwa laporan 
keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan 
dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi 
keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah menyebutkan laporan keuangan merupakan laporan yang 
terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh 
suatu entitas pelaporan. Dalam peraturan tersebut entitas pelaporan merupakan 
unit yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban 
berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: 
1. Pemerintah pusat 
2. Pemerintah daerah 
3. Masing-masing kementrian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah 
pusat 
 
 
4. Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi 
lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi 
dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. 
Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai data dan informasi. Menurut 
Lillrank (2003) menyatakan bahwa informasi diperoleh dari data yang diubah ke 
dalam konteks yang memberikan makna. Menurut Nordiawan (2009) laporan 
keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi 
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan 
selama periode pelaporan. 
Menurut Suwarjono (2005) menyatakan bahwa pelaporan keuangan adalah 
suatu proses akuntansi yang terstruktur sehingga dapat menggambarkan 
bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan dengan tujuan untuk 
mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Sehingga agar manfaat dan tujuan 
penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang 
disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang 
berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi harus bermanfaat bagai para 
pemakai, sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai. 
Menurut Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa secara garis besar, tujuan 
penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara umum adalah sebagai 
berikut: 
1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan 
ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban dan 
pengelolaan. 
 
 
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja 
manajerial dan organisasi. 
Selain memiliki tujuan penyajian laporan keuangan secara umum juga 
terdapat tujuan secara khusus dalam penyajian laporan keuangan pemerintah 
daerah adalah untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan 
pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, 
mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu 
menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Wansyah, 
2012).  
 Adapun laporan keuangan pokok berbasis kas menuju akrual yang harus 
disusun oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang meliputi antara lain : 
1. Laporan Realisasi Anggaran 
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 
3. Neraca 
4. Laporan Operasional (LO) 
5. Laporan Arus Kas (LAK) 
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 
2.1.2.  Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Laporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat informasi akuntansi 
yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para 
pemakai (Huang et al, 1999 dalam Xu et al, 2003). Berdasarkan Peraturan 
 
 
Pemerintah No. 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan 
merupakan syarat normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntunsi 
sehingga dapat mencapai tujuannya. Standar Akuntansi Pemerintah menekankan 
pada empat syarat normatif yakni:  
1. Relevan 
Dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat 
mempengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa 
lalu dan memprediksi masa depan. Informasi yang relevan sebagai berikut: 
a. Memiliki manfaat umpan balik informasi untuk mengeoreksi ekspektasi 
pengguna di masa lalu. 
b. Memiliki manfaat prediktif informasi untuk memprediksi informasi masa 
datang. 
c. Informasi yang disajikan tepat waktu. 
d. Infromasi yang disajikan selengkap mungkin, mencakup semua infromasi 
akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 
2. Andal 
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan 
dan kesalahan material sehingga hanya menyajikan informasi yang fakta dan 
dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki karakteristik :  
a. Penyajian Jujur. Informasi disajikan dalam laporan keuangan secara jujur 
setiap transaksinya dan disajikan secara wajar. 
b. Dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
dapat diuji, apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang 
 
 
berbeda, maka hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh 
berbeda. 
c. Netralitas. Informasi disajikan untuk pihak yang membutuhkan secara 
umum. 
3. Dapat Dibandingkan  
Informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan 
periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan 
eksternal. Perbandingan secara internal apabila suatu entitas menerapkan 
kebijakan yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal apabila 
entitas lainnya diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. 
4. Dapat Dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh para 
pengguna.  
2.1.3.  Kajian Syariah tentang Kualitas Laporan Keuangan 
Syarat kualitatif laporan keuangan menurut Nurhayati (2013) antara lain : 
1. Relevan. Syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan 
sebagai alasan utama disusunnya laporan keuangan. Oleh karena itu agar 
relevan laporan keuangan harus memiliki nilai prediksi dan nilai umpan balik 
serta harus disajikan tepat waktu. 
2. Dapat diandalkan. Syarat ini berhubungan dengan tingkat keandalan 
informasi yang dihasilkan. Hal ini tidak berarti harus akurat serta absolute 
tetapi dapat diandalkan sesuai dengan kondisi yang melekat pada transaksi 
termasuk penggunaan cara atau metode untuk perhitungan dan atau 
 
 
pengungkapan dari suatu transaksi. Walaupun estimasi dan judgement tiak 
konsisten dengan prinsip syariah tetapi hal ini diperbolehkan jika tidak 
adanya bukti yang memadai. Dalam syarat ini, harus memiliki penyajian yang 
wajar, obyektif dan netral, sesuai dengan perintah Allah yang terdapat pada 
QS Al-Maidah:8 
                            
                                   
   
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 
dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianm terhadap suatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, karena adil 
itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-
Maidah:8) 
3. Dapat dibandingkan. Informasi keuangan dapat dibandingkan antara 
lembaga keuangan syariah dan diantara dua periode akuntansi yang 
berbeda bagi lembaga keuangan yang sama. 
4. Konsisten. Metode yang digunakan untuk perhitungan dan pengungkapan 
akuntansi yang sama untuk dua periode penyajian laporan keuangan. 
5. Dapat dimengerti. Informasi yang disajikan dapat dimengerti dengan 
mudah bagi pengguna laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi 
 
 
Muhammad SAW bahwa seorang muslim harus memberikan informasi 
kepada orang lain sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. 
2.1.4.   Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah 
Pemerintah daerah sebagai organisasi publik diperlukan dukungan dari 
sistem informasi akuntansi supaya dapat berjalan efektif, efisien, bersih, dan 
transparansi sehingga dapat digunakan untuk pengendalian keputusan. 
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dalam pengelolaan 
keuangan daerah dilakukan dengan memanfaatkan program informasi teknologi 
untuk mendukung sistem informasi keuangan daerah. 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya dukungan 
Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal 
secara nasional serta meningkatkan transparansi dam akuntabilitas dalam 
pelaksanaan desentralisasi. Menurut Silviana (2013) menyatakan bahwa sistem 
informasi akuntansi pada pemerintah daerah lebih dikenal dengan nama Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (SIKD). 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 menyatakan 
bahwa SIKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan 
serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan juga data terkait lainnya 
menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan 
pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 
pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah. Sedangkan Informasi Keuangan 
 
 
Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang 
diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah. 
Sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai 
suatu sistem pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas 
keuangan pemerintah daerah kedalam sebuah laporan keuangan sebagai suatu 
informasi yang dapat digunakan oleh pihak tertentu dalam pengambilan 
keputusan. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah 
penerapan sistem informasi akuntansi tersebut oleh masing-masing SKPD dalam 
proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Sari, 2014). 
Sedangkan menurut Bastian (2010) menyatakan bahwa Sistem Informasi 
Keuangan Daerah merupakan serangkaian mulai dari proses pengumpulan data, 
pencatatan, pengihtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau 
menggunakan aplikasi komputer. Menurut Yuliani (2010) menunjukkan bahwa 
sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat membuka peluang dalam 
mengakses informasi keuangan dan mengelola informasi tersebut secara cepat dan 
akurat hal tersebut dapat diwujudkan apabila dapat memanfaatkan teknologi 
informasi yang baik. 
Seiring diberlakukannya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, 
dapat dipastikan bahwa penerapannya memerlukan sarana pendukung berupa 
teknologi informasi yang berbasis sistem. Menurut Wilkinson et al. (2000) 
menyatakan bahwa teknologi infromasi meliputi komputer 
(mainframe,mini,micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, 
 
 
intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan 
teknologi  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, pemerintah 
daerah menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah dengan tujuan, 
antara lain: 
1. Membantu kepala daerah menyusun anggaran dan laporan pengelolaan 
keuangan daerah 
2. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan 
3. Membantu kepala daerah dan instansi terkai lainnya dalam melakukan  
evaluasi kinerja keuangan daerah 
4. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah 
5. Menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada masyarakat  
Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahan untuk menindak lanjuti 
terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola 
pemerintahan yang baik, pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan 
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan 
mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada 
pelayanan publik. 
Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang berkembang begitu 
pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka pengelolaan dan akses 
terhadap keuangan daerah dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Menurut 
Evicahyani (2016) menyatakan bahwa adanya pemanfaatan teknologi informasi 
 
 
dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah demi kepentingan 
publik yang secara keseluruhan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. 
Selain itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalisasi pemanfaatan 
teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan 
proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan 
penyederhanaan akses antara unit kerja. Menurut Winidyaningrum (2010) 
mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya 
pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja 
secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan 
publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. 
Menurut Wilkinson et al., (2000) menyatakan bahwa penggunaan 
teknologi informasi akan berdampak pada peningkatan dalam hal: 
1. Pemrosesan transaksi dan data lainnya lebih cepat 
2. Keakurasian dalam perhitungan dan pembandingan lebih besar 
3. Penyiapan laporan dan output lainnya lebih tepat waktu 
4. Tempat penyimpanan data lebih ringkas dengan aksesibilitas lebih tinggi 
5. Kos pemrosessan masing-masing transaksi lebih rendah 
Menurut Yosefrinaldi (2013) menyatakan bahwa kelamahannya sistem 
dengan menggunakan komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat cepat 
beradaptasi jika ada perubahan sistem, perencanaan, dan pembuatan sistem 
terkomputerisasi memakan waktu lebih lama, biaya pemasangan instalasi tinggi, 
butuh kontrol yang baik, jika ada bagian hardware yang tidak dapat bekerja  
dengan baik, maka data yang disimpan  akan mudah rusak. 
 
 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu 
pemanfaatan sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan 
proses komputerisasi dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua 
transaksi keuangan oleh seluruh entitas pemerintah daerah. 
2.1.5.   Kapasitas Sumber Daya Manusia 
Menurut Handoko (2012), sumber daya manusia adalah manusia 
mempunyai kemampuan untuk mengelola organisasi agar tujuan organisasi dapat 
tercapai. Sehingga sumber daya manusia menjadi faktor utama sekaligus 
penggerak organisai dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari 
organisasi tersebut. Manusia merupakan unsur terpenting dalam keberhasilan 
suatu organisasi. 
Menurut Yendrawati (2013) menyatakan bahwa kapasitas sumber daya 
manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam suatu organisasi untuk 
melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya 
secara efektif dan efisien. Kapasitas juga harus dilihat sebagai kemampuan 
seseorang untuk mencapai kinerja yang baik, sehingga akan dapat menghasilkan 
keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes) yang baik pula. 
Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono dan Fidelis (2004) 
menyatakan bahwa untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia 
dalam melakukan suatu fungsi, termasuk akuntansi, maka dapat dilihat dari level 
of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat 
 
 
dilihat dari deskripsi jabatan, karena deskripsi jabatan sebagai dasar untuk 
melaksanakan tugas dengan baik.  
Dalam menjalankannya fungsi akuntansi diperlukan kemampuan tidak 
hanya mencatat transaksi dan membuat laporan keuangan, tetapi kemampuan 
dalam menentukan pilihan perlakuan akuntansi terhadap suatu transaksi 
merancang serta menganalisis sistem akuntansi yang ada. Menurut Magfiroh 
(2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang sangat 
bernilai dalam sebuah organisasi dalam hal ini pemerintahan, pegawai/staf yang 
melaksanakan dan berperan dalam proses akuntansi.  
Menurut Aini (2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia tersebut 
memang harus mempunyai kapasitas sehingga bisa menguasai pengetahuan dan 
kemahiran mengenai akuntansi karena sebagai pondasi dalam penyusunan dan 
menyediakan laporan keuangan yang berkualitas baik. Sumber daya manusia 
merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu 
harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik 
mungkin supaya mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam pencapaian 
tujuan organisasi.  
Sesuai dengan penjelasan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa 
kapasitas sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang penting. Karena 
kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan seperti pegawai/staf bagian 
keuangan/akuntansi dalam melaksanakan tugas berdasarkan latar belakang 
pendidikan, pelatihan yang diperoleh, pemahaman mengenai tugas dan 
tanggungjawab terhadap kewajiban. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia 
 
 
berhubungan langsung dengan kesesuaian laporan keuangan yang disajikan terkait 
dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Jadi, informasi yang disajikan 
itu bergantung pada sumber daya manusia dalam hal ini yaitu pegawai/staf. 
2.1.6.   Sistem Pengendalian Intern 
Secara sederhana, pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses 
yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang 
dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu. Pengendalian 
intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur 
sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan 
pendeteksian kecurangan (fraud). Pengendalian intern terdiri atas keijakan dan 
prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menyediakan informasi 
keuangan yang andal serta menjamin ditaatinya peraturan yang berlaku 
Menurut Wilkinson et al. (2000) menyatakan bahwa terdapat 6 (enam) 
komponen dalam menjelaskan sistem pengendalian intern yaitu (a) Standard 
Operating Procedure (SOP), (b) pemisahan wewenang, (c) dokumen dan catatan 
yang memadai, (d) tindakan disiplin atas pelanggaran, dan (e) pembatasan akses. 
Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem 
pengendalian intern pemerintah, menjeaskan tentang beberapa poin penting 
berkaitan dengan sistem pengendalian intern, antara lain : 
1. Sistem Pengendalian Intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan 
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai/staf 
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisai 
melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, 
 
 
pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. Adapun tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern adalah: 
a. Untuk melindungi aset negara 
b. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat 
c. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal 
d. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku 
e. Untuk efesiensi dan efektivitas operasi 
f. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan 
perundang-undangan yan berlaku. 
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian 
intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. 
3. Untuk, mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, 
transparan, dan akuntabel, maka Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan 
Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraa kegiatan 
pemerintah. 
4. Sistem Pengendalian Intern terdiri atas unsur antara lain: 
a. Lingkungan pengendalian, salah satunya seperti seorang pimpinan instansi 
pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian 
yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif  dalam lingkungan 
kerjanya. 
 
 
b. Penilaian resiko, pengendalian intern harus memberikan penilaian atas 
resiko yang dihadapi unit organisasi baik luar maupun dari dalam. 
c. Kegiatan pengendalian, merupakan suatu kegiatan yang dapat membantu 
memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. 
Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan 
organisasi. 
d. Informasi dan komunikasi, adanya informasi harus dicatat dan dilaporkan 
kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. 
Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu secara tepat 
waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah 
melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya. 
e. Pemantauan pengendalian intern, yaitu pemantauan harus dapat menilai 
kualitas kerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi 
hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti. 
Adanya Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu langkah nyata 
pemerintah dalam memberikan acuan serta pijakan bagi pemerintah daerah agar 
pengelolaan keuangan dapat dilaksanakan secara akuntabel dan transparan. 
Menurut Putra (2014) menyatakan bahwa dengan adanya penerapan sistem 
pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan 
mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan.  
Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa 
sistem pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk 
memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan mengenai 
 
 
keandalan suatu laporan keuangan sehingga dapat dipercaya oleh pengguna 
laporan keuangan bahwa laporan tersebut telah dirancang sesuai dengan standar 
yang berlaku. 
2.2.  Hasil Penelitian Yang Relevan 
Untuk mengadakan penelitian ini, tidak terlepas dari penelitian terdahulu 
dengan tujuan untuk memperkuat hasil dari penelitian yang sedang dilakukan, 
selain itu juga bertujuan untuk membandingkan dengan penelitian yang dilakukan 
sebelumnya. Berikut ringkasan hasil penelitian yang relevan, diantaranya : 
Penelitian Sari (2014) meneliti tentang pengaruh pemahaman Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
Pujiswara (2014) menguji tentang pengaruh pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai 
informasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 
daeraha dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai 
informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. 
Yendrawati (2013), menguji mengenai pengaruh sistem pengendalian 
intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan 
keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengendalian intern 
 
 
berpengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan, kapasitas 
sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan 
keuangan. 
Abdallah (2013) menganalisis dampak menggunakan sistem informasi 
akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan yang diserahkan kepada departemen 
pajak pendapatan dan penjualan di Yordania. Penelitian ini mengambil sampel 50 
akuntan yang bekerja pada departeman tersebut. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa pengaruh positif dan signifikan sistem informasi akuntansi 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
Silviana (2013) meneliti tentang hubungan penerapan sistem informasi 
akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Populasi yang digunakan 
dalam penelitian ini berjumlah 9 Kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan daerah. 
Mahaputra (2014) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 
informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Gianyar. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, sistem 
informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, dan implementasi standar 
akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas 
informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Gianyar. 
Sapitri (2015) menguji pengaruh kapasitas sumber daya manusia, 
pengendalian internal akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap 
kualitas laporan keuangan. Penelitian ini mengambil sampel 38 karyawan pada  
 
 
koperasi simpan pinjam di kecamatan Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kapasitas sumber daya manusia, pengendalian internal akuntansi, 
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan. 
Yudianta (2012) meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, 
pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kualitas 
informasi akuntansi pada pelaporan keuangan SKPD Kabupaten Gianyar. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan 
teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan 
signifikan  terhadap kualitas informasi akuntansi pada pelaporan keuangan SKPD 
Kabupaten Gianyar. 
Magfiroh (2015) meneliti pengaruh pengendalian intern dan sumber daya 
manusia bidang akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Jumlah 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 26 SKPD Di Kabupaten Tebo. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern dan sumber daya 
manusia bidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
daerah. 
Susilawati (2014) menguji tentang standar akuntansi pemerintahan dan 
sistem pengendalian intern sebagai anteseden kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 17 Dinas Kota Bandung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan sistem 
pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
 
 
2.3. Kerangka Pemikiran 
Kerangka berpikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah 
penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini akan diteliti 
mengenai pengaruh antar pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 
daerah, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai pemoderasi.  
Dalam penelitian ini dapat dijelaskan atau digambarkan bagaimana 
hubungan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) 
dimoderasi oleh variabel moderating (Z). Variabel independen dalam penelitian 
ini adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah (X1), dan 
kapasitas sumber daya manusia (X2). Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Sedangkan variabel 
moderating dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern (Z). Kerangka 
berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
  
 
 
Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Hipotesis 
2.4.1. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Kauangan Daerah 
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Ada suatu hal yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi 
keuangan, agar informasi dapat disampaikan secara tepat, cepat, dan akurat untuk 
menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah sebgai suatu sistem informasi yang dapat membantu dalam 
penyajian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. 
Semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat. 
 
Pemanfaatan Sistem 
Informasi Akuntansi 
Keuangan Daerah  
(X1) 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia (X2) 
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Intern  (Z) 
Kualitas Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Daerah 
(Y) 
H1 
H2 
H4 H3 
 
 
Dengan adanya pemanfaatan sistem informasi akuntansi ini pemerintah dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Teknologi informasi dapat 
dimanfaatkan secara efektif jika pegawai/staf dalam lembaga-lembaga pemerintah 
dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Oleh karena itu adalah sangat 
penting bagi pegawai/staf untuk mengerti dan kegunaan sistem tersebut. 
Penelitian tentang pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 
daerah antara lain penelitian Sari (2014), Pujiswara (2014), Evicahyani (2013), 
Abdallah (2013) dan Yuliani (2010) memiliki hasil penelitian bahwa pemanfaatan 
sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan.  
Seiring dengan perkembangan zaman tersebut, maka pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah akan menjadi salah satu cara dalam 
memberikan kemudahan dalam hal pengolahan data yang akurat, efisien, dan 
terjamin kemanannya, serta sebagai alat komunikasi antar manajemen secara 
cepat dan terkoordinasi sehingga dapat mentransformasikan data keuangan 
menjadi informasi yang berkualitas. Mengingat pentingnya pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah tersebut, dengan demikian hipotesis dapat 
dirumuskan sebagai berikut :  
H1 : Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah deerah. 
 
 
 
2.4.2. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manuisa Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Sumber daya manusia adalah seseorang atau individu yang mempunyai 
tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Kapasitas sumber daya manusia sangat 
berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 
dengan hasil laporan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkaitan 
langsung dengan sistem akan dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang 
cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan 
menambah keahlian dibidang akuntansi.  
Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak 
memiliki keahlian dibidangnya, maka akan menimbulkan hambatan dalam proses 
pelaksanan fungsi akuntansi. Kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia 
dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada 
laporan keuangan, seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar 
yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga kualitasnya menjadi buruk. Hal ini 
menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang baik, akan 
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan. 
Hasil penelitian yang mendukung tentang pengaruh kapasitas sumber daya 
manusia terhadap kualitas laporan keuangan dilakukan oleh Yendrawati (2013), 
Sapitri (2015), Yudianta (2012), Mahaputra (2014), dan Magfiroh (2015) yang 
menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan. Semakin baik kapasitas sumber daya manusia, maka semakin 
 
 
baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian 
diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 
H2 : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah 
2.4.3. Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan 
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
 
Sistem Pengendalian intern merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan 
pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Dengan sistem 
pengendalian internal yang baik maka suatu organisasi akan dapat berjalan dengan 
baik. Sistem pengendalian intern tidak akan berguna jika tidak didukung dengan 
kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah. Dengan demikian adanya kapasitas sumber daya manusia dan 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang baik serta 
diperkuat dengan sistem pengendalian intern yang memadai akan menghasilkan 
ouput berupa kualitas laporan keuangan yang baik. 
Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah suatu 
pemanfaatan sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan 
proses komputerisasi dalam pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua 
transaksi keuangan oleh seluruh entitas pemerintah daerah. Menurut Haryanto 
(2013) dalam Suarmika (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi 
keuangan daerah akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data dan 
transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut 
tidak kehilangan nilai informasinya yaitu ketepatwaktuan. 
 
 
Pengendalian atau kontrol merupakan salah satu komponen sistem 
informasi yang harus dikelola dengan baik. Menurut Jogiyanto (2009) dalam 
Sukirman (2013) menyatakan bahwa kontrol yang tidak dikelola dengan baik akan 
menyebabkan sistem informasi menghasilkan output yang tidak akurat. Melalui 
dukungan sistem pengendalian intern yang memadai, pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah akan lebih optimal menghasilkan laporan 
keuangan yang berkualitas. Penelitian dilakukan oleh Sukirman (2013) 
membuktikan bahwa sistem pengendalian intern akuntansi memoderasi 
pemanfaatan teknologi informasi pada keterandalan pelaporan keuangan 
pemerintah daerah. 
Sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang 
dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran 
organisasi telah dicapai. Jadi, sistem pengendalian intern merupakan faktor 
eksternal yang dirancang unutk memudahkan pegawai mencapai tujuan 
organisasi. Berdasar penelitian Sukirman (2013) menyatakan bahwa pengendalian 
intern akuntansi mampu berinteraksi dengan kapasitas sumber daya manusia 
dalam meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain 
itu, terdapat penelitian Suarmika (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian 
intern dapat memoderasi kapasitas sumber daya manusia dengan meningkatan 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.  
Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya sistem pengendalian intern untuk 
meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini agar mendapatkan 
opini yang baik dari BPK dan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 
 
 
dapat digunakan pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian 
diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 
H3 : Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah 
H4 : Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh kapasitas sumber daya 
manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
  
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu penelitian yang digunakan dimulai dari penyusunan proposal pada 
bulan November 2016 hingga bulan Maret 2017. Wilayah penelitian ini adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Penyebaran kuesioner 
dilakukan pada bulan April 2017 sampai Mei 2017 
3.2. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, penelitian ini bertujuan 
untuk menguji hipotesa yang berupa pengaruh antar variabel. Didalam penelitian 
ini pengaruh yang diteliti meliputi pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah dan sistem pengendalian intern,sebagai variabel moderating. 
3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1. Populasi 
Menurut Sugiyono (2012) yang dimaksud populasi adalah wilayah 
generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek uang mempunyai kuantitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulan. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 
yang diambil dalam penelitian adalah 23 SKPD. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten 
Klaten yang berjumlah 5.397 pegawai/staf. 
 
 
3.3.2. Sampel 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagian pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 
yang memiliki kedudukan sebagai Kepala sub bagian dan pegawai/staf pada 
bagian keuangan/akuntansi. Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian 
sejumlah 96 pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. 
3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive 
sampling, yaitu yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi 
berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria dapat berdasarkan pertimbangan 
tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel yaitu: 
1. Para pegawai yang melaksanakan fungsi dan tugas akuntansi/tata usaha 
keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. 
2. Responden dalam penelitian ini adalah kepala dan staf/pegawai sub bagian 
keuangan/akuntansi. 
3. Responden ditetapkan pada kepala sub bagian keuangan/akuntansi, 
pegawai/staf perencanaan dan pelaporan keuangan serta pegawai/staf 
pemegang kas pada Satuan Kerja. 
Penentuan kriteria sampel didasarkan pada alasan bahwa kepala bagian 
dan pegawai/staf sub bagian keuangan/akuntansi merupakan pihak yang terlibat 
secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan Satuan Kerja dan penyusunan 
pelaporan keuangan pemerintah.  
 
 
3.4. Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 
diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang terstruktur 
dengan tujuan untuk menyampaikan informasi dari pegawai pemerintah pada 
pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai responden dalam penelitian ini. 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik dalam pengumpulan data ini adalah dengan kuesioner. Kuesioner 
merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
dijawabnya (Sugiyono, 2012). 
Penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert, yang mana nilai 
jawaban dari responden masing-masing tersebut memiliki skor yang dapat 
dihitung. Jawaban yang diberikan yakni berupa sangat setuju, setuju, netral, tidak 
setuju,sangat tidak setuju 
3.6. Variabel Penelitian 
3.6.1. Variabel Dependen (Y) 
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 
akibat adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012). Variabel Dependen dalam 
penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. 
 
 
 
3.6.2. Variabel Independen (X) 
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 
menjadi sebab timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2012). 
Variabel Independen dalam penelitian ini adalah: 
1. Variabel Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (X1) 
2. Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia (X2) 
3.6.3. Variabel Moderating (Z) 
Variabel moderating adalah variabel yang menentukan kuat atau lemahnya 
hubungan langsung variabel independen dengan variabel dependen (Sugiyono, 
2012). Variabel moderating dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian 
Intern (Z). 
3.7. Definisi Operasional Variabel 
Berikut ini disajikan ringkasan dari variabel penelitian dan indikator yang 
akan digunakan untuk pembuatan kuesioner. 
  
 
 
Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukuran 
 
 
No Nama Variabel Indikator Skala Nomor 
Pertanyaan 
1. Pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah 
merupakan penerapan sistem 
mulai dari pengelompokan, 
penggolongan, pencatatan 
dan pemrosesan aktivitas 
keuangan pemerintah daerah 
ke dalam sebuah laporan 
keuangan sebagai suatu 
informasi digunakan oleh 
pihak tertentu dalam 
pengambilan keputusan oleh 
masing-masing SKPD dalam 
proses penyusunan laporan 
keuangan pemerintah daerah.  
(Sari, 2014) 
a. Tingkat 
kecepatan 
b. Tingkat 
keamanan 
c. Tingkat 
efisiensi biaya 
d. Tingkat kualitas 
hasil 
 
Skala 
Likert 
1-5 
 
 
 
 
 
1 s/d 5 
2. Kapasitas sumber daya 
manusia adalah kemampuan 
yang dimililki seseorang 
dalam suatu organisasi untuk 
melaksanakan fungsi-fungsi 
atau kewenangannya untuk 
mencapai tujuannya secara 
efektif dan efisien. 
(Yendrawati, 2013) 
a. Kemampuan 
melaksanakan 
fungsi-fungsi 
atau 
kewenangan 
b. Kemampuan 
mencapai 
kinerja yang 
baik 
 
 
Skala 
Likert 
1-5 
 
 
 
 
 
6 s/d 10 
3. Sistem pengendalian intern  
adalah proses integral pada 
tindakan dan kegiatan yang 
dilakukan secara terus 
menerus oleh pimpinan dan 
seluruh pegawai untuk 
memberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya 
a. Lingkungan 
pengendalian 
b. Penilaian resiko 
c. Kegiatan 
pengendalian 
d. Informasi dan 
komunikasi 
 
Skala 
Likert 
1-5 
 
 
 
 
 
11 s/d 18 
 
 
No Nama Variabel Indikator Skala Nomor 
Pertanyaan 
tujuan organisasi melalui 
kegiatan yang efektif dan 
efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan asset 
negara, dan ketaatan terhadap 
peraturan perundang-
undangan. 
(Peraturan Pemerintah No. 60 
Tahun 2008) 
e. Pemantauan 
pengendalian 
intern 
4.  Kualitas laporan keuangan 
pemerintah adalah asersi dari 
pihak manajemen pemerintah 
yang menyajikan informasi 
yang berguna untuk 
pengambilan keputusan dan 
untuk menunjukkan 
akuntabilitas entitas 
pelaporan atas sumber daya 
yang dipercayakan 
kepadanya. 
(Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2010) 
a. Manfaat dari 
laporan 
keuangan yang 
dihasilkan 
b. Ketepatan 
pelaporan 
laporan 
keuangan 
c. Kelengkapan 
informasi yang 
disajikan 
d. Penyajian 
secara jujur 
e. Isi laporan 
keuangan dapat 
diverifikasi 
f. Keakuratan 
informasi yang 
disajikan 
g. Isi laporan 
keuangan dapat 
dibandingkan 
dengan periode 
sebelumnya 
h. Kejelasan 
penyajian 
informasi dalam 
laporan 
keuangan 
Skala 
Likert 
1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 s/d 27 
 
 
 
3.8. Teknik Analisis Data 
Analisis  data  dalam  penelitian  ini dibagi  ke  dalam  empat  tahap.  
Pertama, pengujian kualitas data. Tahap kedua, melakukan pengujian asumsi 
klasik. Tahap ketiga, uji ketepatan model. Tahap keempat, analisis regresi 
berganda. Tahap kelima, melakukan pengujian hipotesis. 
 
3.8.1. Instrumen Penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui survey 
lapangan dengan menggunakan kuesioner. Untuk mengukur pendapat responden 
digunakan lima point skala Likert, dengan perincian sebagai berikut:  
1 = Sangat Tidak Setuju (STS)  
2 = Tidak Setuju (TS)  
3 = Netral (N)  
4 = Setuju (S)  
5 = Sangat Setuju (SS) 
Instrumen penelitian dalam penelitian ini berupa kuesioner yang 
berhubungan dengan indikator masing-masing variabel penelitian. Untuk 
menunjukkan kuesioner yang akan digunakan harus memiliki unsur valid dan 
reliabel maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. 
1. Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 
Suatu kuesioner dikatakan valid atau sahih jika pertanyaan pada kuesioner 
mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 
Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai korelasi (r hitung) > r tabel (Imam 
 
 
Ghozali, 2011). Suatu instrumen dikatakan valid apabila taraf probabilitas 
kesalahan (sig)  0,05 dan r hitung > r tabel, sebaliknya suatu instrumen 
dikatakan tidak valid apabila taraf probabilitas kesalahan (sig)  0,05 dan r 
hitung < r tabel (Ghozali, 2011). 
2. Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 
reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 
konsisten atau stabil. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika nilai 
Alpha ()  0,7. (Ghozali, 2011). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan 
menggunakan koefisien alpha.  
3.8.2. Pengujian Asumsi Klasik  
1. Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, kedua 
variabel (bebas maupun terikat) mempunyai distribusi normal atau setidaknya 
mendekati normal (Ghozali, 2011). Cara untuk mengetahui apakah data 
terdistribusi normal adalah dengan melakukan Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji 
ini dilakukan dengan memasukkan nilai residual dalam pengujian non 
parametrik. Jika nilai signifikansi signifikan, yaitu < 0,05 maka dapat 
dikatakan data tidak terddidtribusi normal. 
2. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 
2011). Model regresi yang seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
independen. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi 
(karena VIF = 1/Tolerance). Dasar pengambilan keputusan adalah apabila 
 
 
nilai tolerance > 0,1 atau sama dengan nilai VIF < 10 berarti tidak ada 
multikolinearitas antar variabel dalam model regresi. 
3. Uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika varians berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas 
atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Uji heteroskedastisitas 
dilakukan dengan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara 
meregresikan nilai absolute dari unstandardized residual sebagai variabel 
dependen dengan variabel bebas. Syarat model dikatakan tidak terjadi 
heteroskedastisitas adalah jika signifikansi seluruh variabel bebas > 0,05.  
 
3.8.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
Menurut Ghozali (2011) menyatakan bahwa nilai  F  merupakan  pengujian  
bersama-sama  variabel independen  yang  dilakukan  untuk  melihat  variabel  
independen. Pengujian ini hanya digunakan untuk mengetahui apakah model 
yang digunakan sudah tepat. Kriteria dalam menguji statistik F sebagai 
berikut: 
a. Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikan (0,05), maka 
hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel 
independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
 
 
b. Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikan (0,05), maka 
hipotesis diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel 
independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. 
2. Uji Koefisien  Determinasi  (R2)   
Koefisien  determinasi  (R
2
)  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana 
kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Apabila nilai R2 
semakin kecil, maka  kemampuan  variabel  independen  dalam  menjelaskan  
variasi  variabel dependen  rendah.  Apabila  nilai  R
2
 mendekati  satu,  maka  
variabel  independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 
untuk memprediksi variasi variabel dependen. 
 
3.8.4. Analisis Regresi dan Analisis Regresi Moderasi 
Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya 
manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem 
pengendalian intern sebagai variabel moderating. Persamaan matematis untuk 
hubungan yang dihipotesiskan dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Persamaan Regresi dan Moderated Regression Analysis (MRA)  : 
Y  α  β1X1  β2X2   β3 Z1  β4 (X1Z1)  β5 (X2Z1)  ε 
Keterangan :  
Y  : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
 
 
X1  : Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah  
X2  : Kapasitas Sumber Daya Manusia 
Z1  : Sistem Pengendalian Intern 
X1Z1 : Interaksi antara X1 dan Z1  
X2Z1  : Interaksi antara X2 dan Z1 
α  : Konstanta  
β1,2,3,4,5,6,7 : Koefisien Regresi  
ε  : Eror 
Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji interaksi atau sering disebut 
Moderated Regression Analysis (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi 
berganda linear di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur 
interaksi (perkalian dua atau lebih independen).  
Ghozali (2011) menyatakan bahwa tujuan analisis ini untuk mengetahui 
apakah variabel moderating akan memperkuat atau memperlemah hubungan 
antara variabel independen dan variabel dependen. Terdapat tiga model 
pengujian regresi dengan variabel moderating, yaitu uji interaksi (Moderated 
Regression Analysis), uji nilai selisih mutlak, dan uji residual. 
Dalam penelitian ini akan digunakan uji MRA. MRA menggunakan 
pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan 
dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Metode ini dilakukan 
dengan menambahkan variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel 
moderatingnya. 
 
 
 
3.8.5. Pengujian Hipotesis 
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Pengujian  parameter  individual  dimaksudkan  untuk  melihat  apakah 
variabel secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas dengan 
asumsi variabel bebas lainnya konstan. Kriteria pengujian sebagai berikut : 
1. Membandingkan antara t hitung dengan t table. Bila  t  hitung  <  t  tabel,  
variabel  bebas  secara  individual  tidak  berpengaruh terhadap  variabel  tak  
bebas.  Bila  t  hitung  >  t  tabel,  variabel  bebas  secara individual 
berpengaruh terhadap variabel tak bebas. 
2. Berdasarkan probabilitas  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  (α),  maka  
variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. 
 
  
 
 
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
4.1.1. Deskripsi Data 
Penelitian ini dilakukan pada 23 SKPD di Pemerintahan Kabupaten 
Klaten. Pada penelitian ini jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 92 kuesioner 
yang dilakukan dari tanggal 8 Mei 2017 hingga tanggal 29 Mei 2017 dan 
kuesioner yang kembali sebanyak 62 kuesioner artinya persentase tingkat 
pengembalian kuesioner sebesar 64,6%. 
Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian 
Keuangan/Akuntansi, pegawai/staf bagian perencanaan dan pelaporan keuangan 
dan pegawai/staf pemegang kas di masing-masing SKPD. Data dikumpulkan 
dengan menyebarkan kuesioner yang dikirim langsung oleh peneliti ke seluruh 
SKPD. Jumlah SKPD di Pemerintah Kabupaten Klaten adalah 23 SKPD yang 
terdiri dari inspektorat, sekretariat, dinas dan badan.  
Langkah-langkah dalam penyebaran kuesioner dimulai dengan dari 
pembuatan surat ijin penelitian dari kampus yang ditunjukkan kepada Kepala 
BAPPEDA yang akan ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. 
Dalam proses ini membutuhkan waktu 2 hari. 
Surat ijin penelitian dari Dekan dikirim ke Bappeda untuk meminta surat 
persejutuan penelitian di SKDP Kabupaten Klaten. Bappeda membuatkan surat 
ijin penelitian yang ditujukan ke Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Proses ini 
hanya sebentar yaitu mengandakan surat tersebut sesuai dengan tembusan yang di 
 
 
berikan kepada Kantor Kesbangpol, Iain Surakarta, Arsip dan jumlah SKPD yang 
dijadikan obyek, setelah itu meminta cap dan tanda tangan dari Kepala Bappeda. 
Proses ini membutuhkan waktu selama satu hari selanjutnya bisa langsung 
menyebar kuesioner. 
Penyebaran Kuesioner dilakukan selama 2 minggu. Pengambilan 
kuesioner dilakukan selama 3 minggu. Penyebaran dilakukan di sela-sela 
penyebaran terjadi kasus ada beberapa SKPD yang proses pengisian kuesioner 
dari 3 hari sampai 1 minggu. 
Tabel 4.1.  
Ringkasan Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner 
Kuesioner Jumlah Persentase (%) 
Kuesioner yang dibagikan 96 100% 
Kuesioner yang tidak kembali  26 27,1% 
Kuesioner yang tidak diisi dengan 
lengkap 
8 8,3% 
Kuesioner yang dapat diolah 62 64,6% 
Sumber: Data Primer diolah, 2017 
Pada variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
terdapat gambaran umum terkait dengan fakta berdasarkan kuesioner bahwa setiap 
SKPD Kabupaten Klaten dalam pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah sudah berteknologi dengan proses akuntansi dan pelaporan 
dilakukan secara komputerisasi sesuai perundang-undangan serta terdapat jaringan 
internet yang sudah terpasang. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dari 
sistem informasi  dapat terintegrasi dengan cepat dan akurat.  
Pada variabel kapasitas sumber daya manusia terdapat gambaran umum 
terkait dengan fakta berdasarkan kuesioner bahwa setiap SKPD Kabupaten Klaten 
 
 
sudah memiliki pegawai/staf yang mampu melaksanakan fungsi dan tugas  sesuai 
dengan keahliannya sehingga akan dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien.  
Pada variabel sistem pengendalian intern terdapat gambaran umum terkait 
dengan fakta berdasarkan kuesioner bahwa setiap SKPD Klaten memiliki 
integritas dan kode etik yang diterapkan kepada seluruh tingkatan pimpinan dan 
pegawai/staf serta mempunyai struktur organisasi lengkap dengan uraian tugas 
pegawai/staf instansi pemerintahan secara tertulis. Penerapan sistem pengendalian 
intern selalu dilakukan pengawasan secara terus menerus dan periodik terhadap 
laporan keuangan. 
Pada variabel kualitas laporan keuangan daerah terdapat gambaran umum 
terkait dengan fakta berdasarkan kuesioner bahwa setiap SKPD Kabupaten Klaten 
setuju mengenai laporan keuangan yang disajikan harus menyediakan informasi 
yang lengkap dan dapat diverifikasi sehingga laporan keuangan bisa dikatakan 
relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami. 
4.1.2. Deskripsi Responden 
Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini merupakan profil 
dari 62 responden dari Kepala Sub Bagian keuangan/akuntansi dan pegawai/staf 
keuangan/akuntansi yang menjadi responden dalam pengisian kuesioner ini. 
Karakteristik responden ini meliputi jenis kelamin, umur, jabatan, pendidikan 
terakhir, latar belakang pendidikan dan lama bekerja. Demografi responden dapat 
dilihat pada tabel 4.2 berikut ini. 
 
 
 
 
Tabel 4.2.  
Demografi Responden 
No 
Kriteria Jumlah 
Persentase 
(%) 
1 Jenis Kelamin     
  - Pria 33 responden 53,2% 
  - Wanita 29 responden 46,8% 
 Jumlah 62 responden 100% 
2 Umur     
  - 20-30 tahun 8 responden 12,9% 
  - 31-40 tahun   19 responden 30,6% 
  - 41-50 tahun   16 responden 25,9% 
  - >50 tahun 19 responden 30,6% 
 Jumlah 62 responden 100% 
3 Jabatan/Bagian     
  - Kepala Sub Bagian Keuangan 17 responden 27,4% 
  
- Pegawai/staf Perencanaan dan 
Pelaporan 23 responden 37,1% 
  - Pegawai/staf Pemegang Kas 22 responden 35,5% 
 Jumlah 62 responden 100% 
4 Pendidikan Terakhir    
  - SMA  10 responden 16,1% 
  - D3  5 responden 8,1% 
  - S1  31 responden 50% 
  - S2    16 responden 25,8% 
  Jumlah 62 responden  100% 
5 Latar Belakang Pendidikan   
 - Akuntansi  12 responden 19,4% 
 - Manajemen 17 responden 27,4% 
 - Sosial 13 responden 20,9% 
 - Lain-lain 20 responden 32,3% 
 Jumlah  62 responden 100% 
6 Lama Bekerja     
  - 1-5 tahun  36 responden 58,1% 
  - 6-10 tahun  14 responden 22,6% 
  - >10 tahun  12 responden 19,3% 
  Jumlah 62 responden 100% 
Sumber: Data Primer diolah, 2017 
 
 
Berdasarkan tabel diatas responden dengan jenis kelamin laki-laki 
sebanyak 33 responden (53,2%) dan perempuan sebanyak 29 responden (46,8%). 
Hal ini menunjukkan yang menduduki jabatan sebagai kepala sub.bagian 
keuangan/akuntansi dan pegawai/staf keuangan/akuntansi adalah paling banyak 
laki-laki. 
Berdasarkan tabel 4 usia responden didominasi usia lebih dari 50 tahun 
sebanyak 19 orang (30,6%) selanjutnya disusul dengan usia 41-50 tahun sebanyak 
16 orang (25,9%), usia responden 31-40 tahun sebanyak 19 orang (30,6%) dan 
kemudian usia 20-30 tahun sebanyak 8 orang (12,9%). Jabatan responden 
terbanyak yaitu pegawai/staf perencanaan dan pelaporan sebanyak 23 orang 
(37,1%), posisi pegawai/staf pemegang kas sebanyak 22 orang (35,5%) kemudian 
posisi kepala subbagian keuangan/akuntansi sebanyak 17 orang (27,4%). 
Tingkat pendidikan responden yang paling banyak adaah pendidikan 
terakhir S1 31 orang (50%). Yang kedua adalah tingkat pendidikan S2 16 orang 
(25,8%) dan yang terakhir adalah tingkat pendidikan SMA dan D3 berturut-turut 
adalah 10 orang (16,1%) dan 5 orang (8,1%). Latar belakang pendidikan 
responden lain-lain sebanyak 20 orang (32,3%) selanjutnya disusul dengan 
manajemen sebanyak 17 orang (27,4%). Sedangkan responden yang memiliki 
latar belakang sosial dan akuntansi sebanyak 13 orang (20,9%) dan 12 orang 
(19,4%) 
Lama bekerja responden dalam menduduki jabatan struktural yang 
berkaitan dengan penyusunan pelaporan keuangan dan sebagai kepala subbagian 
keuangan/akuntansi di dinas atau badan tempat dia bekerja paling lama yaitu 1-5 
 
 
tahun sebanyak 36 responden (58,1%). Sisanya menjabat selama 6-10 tahun dan 
lebih dari 10 tahun berturut-turut sebanyak 14 responden (22,6%) dan 12 
responden (19,3%). 
4.2. Uji Statistik Deskriptif 
 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 
Descriptive Statistics 
 N 
Minimu
m 
Maximu
m Mean 
Std. 
Deviation 
TOTAL_PSIA
KD 
62 19 25 21,61 1,777 
TOTAL_KSD
M 
62 11 25 20,58 2,883 
TOTAL_SPI 62 24 40 33,00 4,012 
TOTAL_KLKP
D 
62 31 45 38,74 4,097 
Valid N 
(listwise) 
62     
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
 Pada pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terdiri dari 
5 item pertanyaan. Para responden memiliki jawaban yang bervariasi dengan nilai 
minimum jawaban 19 dan nilai maximum jawaban adalah 25 dengan rata-rata 
jawaban 21,61 serta dengan standar deviasi 1,777. Kemudian variabel kapasitas 
sumber daya manusia dengan 5 item pertanyaan dengan nilai jawaban minimum 
11 dan maksimum 25. Rata-rata jawaban 20,58 serta dengan standar deviasi 
3,002. 
 
 
 Siatem pengendalian intern dengan 8 item pertanyaan dengan total 
jawaban terendah 24 dan total jawaban tertinggi 40. Kemudian dengan rata-rata 
total jawaban 33 dan standar deviasi 4,012. Variabel kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah dengan 9 item pertanyaan dengan total jawaban minimum 31, 
maksimum 45, rata-rata 38,74 dan standar deviasi 4,097. 
4.3. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.3.1. Instrumen Penelitian 
1. Hasil Uji Validitas Data 
Tujuan  pengujian  validitas  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana 
ketepatan  dan  kecermatan  suatu  alat  ukur  dalam  melakukan  fungsi  
ukurnya. Suatu instrumen pengukuran dikatakan  mempunyai  validitas  yang 
tinggi  bila alat  ukur  tersebut  memberikan  hasil  ukur  yang  sesuai  dengan  
maksud dilakukannya  pengukuran  tersebut.  Uji  yang  menghasilkan  data  
yang  tidak relevan  dengan  tujuan  pengukuran  dikatakan  sebagai  uji  yang  
memiliki validitas rendah. 
Nilai  r tabel dihitung dengan menggunakan analisis df (degree of 
freedom) yaitu dengan rumus  df = n-k dengan n adalah jumlah responden dan 
k adalah jumlah variabel independen. yang digunakan. Dengan demikian, df = 
60 (62-2). Berdasarkan tabel r product moment diperoleh nilai r tabel sebesar 
0,250. Hasil pengujian validitas untuk setiap variabel ditampilkan dalam tabel-
tabel berikut. 
  
 
 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi 
Keuangan Daerah 
Item 
Pertanyaan 
Correlated item-
Total Correlation 
R Tabel Kcsimpulan 
1 0,471 0,250 Valid 
2 0,682 0,250 Valid 
3 0,589 0,250 Valid 
4 0,693 0,250 Valid 
5 0,315 0,250 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel 4.4 mrnunjukkan variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan 
dengan r hitung lebih besar dari r tabel maka item pertanyaan atau indikator 
tersebut dinyatakan valid. 
Tabel 4.5 
Uji Hasil Validitas Kapasitas Sumber Daya Manusia 
Item 
pertanvaan 
Correlated item-Total 
Correlation 
R Tabel Kcsimpulan 
1 0,606 0,250 Valid 
2 0,557 0,250 Valid 
3 0,603 0,250 Valid 
4 0,719 0,250 Valid 
5 0,630 0,250 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
 
 
 
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia 
mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan r hitung lebih 
besar dari r tabel maka item pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan 
valid. 
 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern 
Item pertanvaan 
Correlated item-
Total Correlation 
R Tabel Kcsimpulan 
1 0,474 0,250 Valid 
2 0,488 0,250 Valid 
3 0,651 0,250 Valid 
4 0,687 0,250 Valid 
5 0,632 0,250 Valid 
6 0,613 0,250 Valid 
7 0,629 0,250 Valid 
8 0,446 0,250 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
 
Tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern 
mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan r hitung lebih 
besar dari r tabel maka item pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan 
valid. 
 
  
 
 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Kualitas Laporan  
Keuangan Pemerintah Daerah 
Item pertanvaan 
Correlated 
item-Total 
Correlation 
R Tabel Kcsimpulan 
1 0,586 0,250 Valid 
2 0,582 0,250 Valid 
3 0,627 0,250 Valid 
4 0,657 0,250 Valid 
5 0,639 0,250 Valid 
6 0,444 0,250 Valid 
7 0,588 0,250 Valid 
8 0,531 0,250 Valid 
9 0,599 0,250 Valid 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern 
mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan r hitung lebih 
besar dari r tabel maka item pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan 
valid. 
2. Hasil Uji Reliabilitas Data 
Pengujian  reliabilitas alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan 
reliabel atau stabil jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 
konsisten atau stabil. Pengujian reliabilitas  data  dilakukan  dengan  uji  
statistik  Cronbach’s  Alpha. Hasil pengujian reliabilitas kuesioner 
ditampilkan dalam tabel berikut: 
  
 
 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cron bach Alpha Keterangan 
Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi 
Keuangan Daerah 
0,769 Reliabel 
Kapasitas Sumber Daya Manusia 0,821 Reliabel 
Sistem Pengendalian Intern 0,841 Reliabel 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah 
0,854 Reliabel 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Tabel di  atas  menunjukkan  bahwa  nilai  Cronbach’s  alpha    untuk 
variabel  pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah  adalah  
0,769.  Hal  ini  berarti 0,769 > 0,70 bahwa  konstruk  pertanyaan  yang  
disusun  untuk  mengukur  tingkat  pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah  adalah  reliabel.  Begitu pula  dengan  variabel  kapasitas 
sumber daya manusia memiliki nilai Cronbach’s  alpha  sebesar 0,821, hal ini 
berarti bahwa 0,821 > 0,70 maka konstruk pertanyaan untuk mengukur tingkat 
kapasitas sumber daya manusia adalah reliabel.   
Sedangkan dengan sistem pengendalian intern dan kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah  memiliki nilai Cronbach’s  alpha  untuk  kedua  
variabel  tersebut  secara berturut-turut adalah 0,841 dan 0,854. Kedua angka 
tersebut > 0,70 yang berarti bahwa konstruk pertanyaan untuk mengukur 
kedua variabel tersebut dinyatakan reliabel. 
 
 
 
 
4.3.2. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji  normalitas  bertujuan  menguji  apakah  dalam  model  penelitian 
variabel  terdistribusi  secara  normal.  Uji  normalitas  data  dalam  penelitian  
ini menggunakan pengujian  One-Sample Kolmogorov Smirnov test  yang 
terdapat dalam program SPSS 22.0  for Windows. Data dikatakan terdistribusi 
dengan normal  apabila  residual  terdistribusi  dengan  normal  yaitu  
memiliki  tingkat signifikansi  diatas  5%  (Ghozali,  2016).   
Tabel 4.9 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardi
zed 
Residual 
N 62 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,71510640 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,069 
Positive ,069 
Negative -,048 
Test Statistic ,069 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
Monte Carlo Sig. (2-
tailed) 
Sig. ,906
e
 
99% Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
,899 
Upper 
Bound 
,914 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000. 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
 
 
Tabel 4.9 menunjukkan  bahwa  pengujian  nilai Asymp. Sig (2-Tailed) 
memberikan nilai 0,200 dan nilainya di atas 0.05, hal ini berarti data dalam 
penelitian ini telah terdistribusi dengan normal. 
2. Uji Multikolinearitas 
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak 
adanya multikolinieritas. Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengam 2 cara 
yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Varians Inflating Factor (VIF). Jika 
nilai Tolerance kurang dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF lebih dari 10 
maka telah terjadi gejala multikolinieritas Hasil uji  multikolinieritas tersaji 
pada tabel berikut ini : 
 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance VIF Keterangan 
Pemanfaatan Sistem 
Informasi Akuntansi 
Keuangan Daerah 
0.999 1.001 Tidak Terdapat 
Multikolinearitas 
Kapasitas Sumber 
Daya Manusia 0.467 2.142 
Tidak Terdapat 
Multikolinearitas 
Sistem Pengendalian 
Intern 0.467 2.141 
Tidak Terdapat 
Multikolinearitas 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Berdasarkan tabel 4.10 di atas hasil perhitungan nilai tolerance 
menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance 
kurang dari 0,10. Hal ini ditunjukkan pada variabel pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah, kapasitas sumber daya 
manusia dan sistem pengendalian intern memiliki nilai tolerance yaitu 0,999; 
 
 
0,467 dan 0,467. Hal ini berarti tidak ada multikolinearitas antar variabel 
independen. 
Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada 
satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, hal pengujian 
ini dapat dilihat pada varibel pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia dan sistem 
pengendalian intern masing-masing adalah 1,001; 2,142 dan 2,141. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel 
independen dalam model regresi. 
3. Uji Heterokedastisitas 
Uji Heteroskedatisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan Uji Glejser. 
Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute dari 
unstandardized residual sebagai variabel dependen dengan variabel bebas. 
Apabila tingkat signifikansi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 
pemerintah daerah, kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian 
intern kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan mengandung heterokedastisitas. 
Hasil dalam penelitian ini tersaji dalam tabel sebagai berikut ini : 
  
 
 
Tabel 4.11 
Uji Hasil Heterokesdastisitas 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,430 2,501  ,971 ,335 
TOTAL_PSIA
KD 
,046 ,086 ,070 ,538 ,592 
TOTAL_KSD
M 
-,081 ,110 -,139 -,733 ,467 
TOTAL_SPI ,013 ,079 ,032 ,169 ,866 
a. Dependent Variable: ABS 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Dari tabel 4.11 di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi 
dari pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah, 
kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern masing-
masing adalah 0,592; 0,467; dan 0,866. Sehingga dapat disimpulkan bahwa  
tidak ada variabel yang mengandung heteroskedastisitas karena nilai 
signifikansi > 0,05.  
4.3.3. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F  
Uji F merupakan pengujian bersama-sama variabel independen yang 
dilakukan untuk melihat variabel independen secara keseluruhan terhadap 
variabel dependen. Dengan menggunakan signifikansi 5%. Hasil uji F dilihat 
tabel berikut: 
  
 
 
Tabel 4.12 
Hasil Uji F 
 
ANOVA
a
 
Model 
Sum of 
Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regressio
n 
619,846 5 123,969 17,183 ,000
b
 
Residual 404,025 56 7,215   
Total 1023,871 61    
a. Dependent Variable: TOTAL_KLKPD 
b. Predictors: (Constant), X2Z1, TOTAL_PSIAKD, TOTAL_SPI, 
TOTAL_KSDM, X1Z1 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa signifikansinya adalah  
0.000 kurang dari 0,05. Nilai F hitung 17,183  > F tabel yaitu 2,76(df N1= 4-1 
dan df N2 62-4). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang 
digunakan sudah tepat atau fit. 
2. Uji Koefisien Determinasi 
Hasil uji koefisien determinasi antara pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kapasitas sumber daya manusia 
terhadap kualiatas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem 
pengendalian intern sebagai variabel moderating dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini sebagai berikut: 
  
 
 
Tabel 4.13 
Hasil Koefisien Determinasi 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,778
a
 ,605 ,570 2,686 
a. Predictors: (Constant), X2Z1, TOTAL_PSIAKD, 
TOTAL_SPI, TOTAL_KSDM, X1Z1 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Adjust R Square 
sebesar 0,570. Sehingga dapat disimpulkan pengaruh pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem 
pengendalian intern sebagai variabel pemoderasi sebesar 57% dan sisanya 
43% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. 
 
4.3.4. Analisis Regresi dan Moderated Regresion Analysis (MRA) 
Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
metode Moderated Regresion Analysis (MRA). Berdasarkan pengolahan data 
dengan menggunakan program SPSS diperoleh persamaan sebagai berikut: 
  
 
 
Tabel 4.14 
Hasil uji Moderated Regresion Analysis (MRA) 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 27,873 31,215  ,893 ,376 
TOTAL_PSIA
KD 
1,059 1,136 ,655 ,933 ,355 
TOTAL_KSD
M 
-1,658 ,801 -1,167 -2,069 ,043 
TOTAL_SPI ,113 ,970 ,111 ,116 ,908 
X1Z1 -,027 ,035 -,767 -,768 ,446 
X2Z1 ,055 ,025 2,193 2,229 ,030 
a. Dependent Variable: TOTAL_KLKPD 
Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2017 
Y  27,873  1,059X1 – 1,658X2  0,113Z1 – 0,027 (X1Z1)  0,055 (X2Z1)  ε 
 
Berdasarkan masing-masing nilai koefisien dalam persamaan regresi moderasi 
tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
1. Konstanta sebesar 27,873 menyatakan bahwa jika nilai varibel independen, 
variabel moderasi dan interaksi variabel independen dan varibel moderasi 
dianggap nol (X1=0, X2=0, Z1=0, X1Z1=0 dan X2Z1=0) maka nilai kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 27,873. 
2. Koefisien variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
sebesar 1,059, artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel pemanfaatan 
sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
 
 
3. Koefisien variabel kapasitas sumber daya manusia sebesar -1,658, artinya 
apabila terjadi kenaikan nilai variabel pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah 
4. Koefisien variabel moderasi sistem pengendalian intern 0,113, artinya apabila 
terjadi kenaikan nilai variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah 
5. Koefisien interaksi variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah dan sistem pengendalian intern sebesar -027, artinya apabila 
terjadi kenaikan nilai variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah 
6. Koefisien varibel kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian 
intern sebesar 0,055 artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
Berdasarkan data tabel 4.15 di atas tersebut, dapat dijelaskan dengan uji 
signifikansi sebagai berikut: 
1. Nilai signifikansi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,355 sehingga 
signifikansi diatas dari 0,05. Nilai thitung 0,933<ttabel 1,760. Hal ini menyatakan 
bahwa variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 
dependen. Sehingga H1 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa bahwa variabel 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
 
2. Nilai signifikansi kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah sebesar 0,043 sehingga signifikansi dibawah 
0,05. Nilai thitung 2,069 >ttabel 1,760. Hal ini menyatakan bahwa variabel 
independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sehingga H2 
diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel kapasitas sumber daya 
manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
3. Nilai signifikansi untuk pemanfaatan sistem informasi akutansi keuangan 
daerah dan sistem pengendalian intern diatas  0,05 yaitu sebesar 0,446. Nilai 
thitung  0,768 < ttabel 1,760. Ini berarti H3 ditolak yang menyatakan bahwa 
variabel moderasi tidak dapat memoderasi antara variabel independen 
terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem 
pengendalian intern tidak memoderasi hubungan antara pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
4. Nilai signifikansi untuk kapasitas sumber daya manusia dan variabel 
moderasi sistem pengendalian intern dibawah  0,05 yaitu sebesar 0,030. Nilai 
thitung  2,229 > ttabel 1,760. Ini berarti H4 diterima yang menyatakan bahwa 
variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara variabel independen 
terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem 
pengendalian intern memperkuat hubungan antara kapasitas sumber daya 
manusia dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
 
 
4.4. Pembahasan Hasil Analisis Data (Pembuktian Hipotesis) 
4.5.1. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah 
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H1 
ditolak dan disimpulkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 
daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah sebesar 0,355 berarti tingkat signifikansinya diatas dari 0,05. 
Nilai thitung 0,933<ttabel 1,760. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 dan thitung 
< ttabel, maka H1 ditolak. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitiannya Diani (2014) menyatakan 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan bahwa 
pemerintah belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah. 
Hal ini menunjukkan bahwa walaupun semakin modern dalam penyusunan 
laporan keuangan dengan menggunakan teknologi sistem informasi akuntansi 
yang disediakan pemerintah daerah untuk mempermudah pegawai dalam 
penyusunan laporan keuangan belum tentu akan membuat kualitas laporan 
keuangan semakin baik. Karena semakin tinggi responden dapat memanfaatkan 
sistem informasi akuntansi maka semakin tinggi nilai informasi yang dihasilkan. 
Sehingga hasil laporan keuangan dapat dijadikan acuan untuk pengambilan 
keputusan.  
 
 
Jadi dapat dikatakan bahwa SKPD Kabupaten Klaten belum optimal 
dalam memanfaatkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah karena 
berdasarkan jawaban pada kuesioner masih terdapat gangguan jaringan internet 
dan jaringan komputer. Padahal Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah suatu 
alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan 
informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informsi manajemen pemerintah 
daerah. 
4.5.2. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H2 
diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat 
dilihat dari nilai signifikansi kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,043 sehingga signifikansi dibawah 
0,05 sedangkan nilai thitung 2,069 >ttabel 1,760. Nilai probabilitas lebih kecil dari 
0,05 dan thitung > ttabel, maka H2 diterima.  
Penelitian ini ditunjukkan pada nilai β bertanda negatif kapasitas sumber 
daya manusia sebesar -1,658 ini bisa berarti memberikan pengaruh secara negatif. 
Sehingga dengan pengaruh negatif dapat dijelaskan bahwa semakin menurunnya 
kapasitas sumber daya manusia maka kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah akan meningkat.  
 
 
Berdasarkan kuesioner terdapat latar belakang pendidikan  yang memiliki 
latar belakang pendidikan akuntansi sedikit dan hal ini dapat terlihat dari data 
demografi responden. Sebagian besar pegawai bagian akuntansi/keuangan belum 
semuanya memiliki latar belakang pedidikan akuntansi. Sehingga dengan jumlah 
akuntan atau pegawai yang berpendidikan tinggi akuntansi yang masih sedikit, 
sementara peraturan perundang-undangan telah mewajibkan setiap satuan kerja 
untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyususn laporan keuangan.  
Dengan adanya pengalaman kerja para pegawai yang cukup lama dan para 
pegawai/staf patuh terhadap peraturan perundang-undangan maka walaupun tidak 
memiliki latar belakang akuntansi tetapi sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang 
berhubungan dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah seperti pelatihan 
perpajakan, pelatihan bendahara, pelatihan SIMDA, dan sebagainya. Sehingga 
pegawai mampu menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah dengan baik 
yang sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.  
4.4.3. Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan 
Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa H3 
ditolak bahwa sistem pengendalian intern tidak dapat memoderasi hubungan 
antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 
pemanfaatan sistem informasi akutansi keuangan daerah dan variabel moderasi 
sistem pengendalian intern diatas  0,05 yaitu sebesar 0,446, sedangkan nilai thitung  
 
 
0,768 < ttabel 1,760. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 dan thitung < ttabel, 
maka H3 ditolak.  
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Suarmika (2016) 
menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern tidak dapat memoderasi hubungan 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah.   
Menurut Jogiyanto (2009) dalam Suarmika (2016) menjelaskan bahwa 
suatu sistem informasi memiliki sistem pengendalian aplikasi yang 
diklasifikasikan sebagai pengendalian masukan, pengendalian proses dan 
pengendalian masukan. Maka pengendalian intern terbentuk melaui sistem 
akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi yang bertujuan memperbaiki 
pengendalian akuntansi dan pengecekan intern. 
Melalui dukungan sistem pengendalian intern yang memadai, pemanfaatan 
teknologi sistem informasi akuntansi meliputi teknologi komputer, internet dan 
teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan lebih optimal 
menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem informasi keuangan 
daerah digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan perhitungan 
transaksi keuangan. Komponen sistem informasi akuntansi yang berperan dalam 
menjaga keakuratan adalah sistem pengendalian intern. Karena dalam sistem 
pengendalian intern terdapat beberapa unsur yang ternyata diterapkan pada sistem 
informasi akuntansi.   
Alasan dalam penelitian ini sistem pengendalian intern tidak dapat 
memoderasi hubungan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah 
 
 
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena sistem 
pengendalian intern merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem informasi 
keuangan daerah. Sehingga dalam sistem informasi keuangan daerah terkandung 
komponen informasi dan komunikasi yang merupakan komponen dari sistem 
pegendalian intern.  
Dengan adanya komponen informasi yang belum lengkap dan tidak 
mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang membutuhkan secara baik 
makanya informasi dalam laporan keuangan kadang disajikan tidak tepat waktu 
sehingga tidak memungkin untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat waktu. 
Sehingga jika pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah kurang 
baik maka sistem pengendalian intern juga kurang kuat. 
Selain itu juga disebabkan karena pegawai/staf pada SKPD Klaten yang 
terlibat langsung dalam menyusun laporan keuangan memiliki latar belakang 
pendidikan akuntansi sebanyak 19,4%. Pegawai dengan latar belakang akuntansi 
umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem pengendalian 
intern dibandingkan pegawai berlatar belakang nonakuntansi. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern tidak dapat memoderasi hubungan 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
4.4.4. Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Kapasitas Sumber 
Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah 
Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa 
menunjukan H4 diterima bahwa sistem pengendalian intern  dapat memoderasi 
 
 
hubungan antara kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa sistem 
pengendalian intern dapat memperkuat pengaruh dari kapasitas sumber daya 
manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan 
ditunjukkan niai β bertanda positif sebesar 0,055. 
Nilai signifikansi untuk kapasitas sumber daya manusia dan variabel 
moderasi sistem pengendalian intern dibawah  0,05 yaitu sebesar 0,030. Nilai 
thitung  2,229 > ttabel 1,760. Ini berarti H4 diterima yang menyatakan bahwa sistem 
pengendalian intern memperkuat hubungan antara variabel independen terhadap 
variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern 
memperkuat hubungan antara kapasitas sumber daya manusia dengan kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Suarmika (2016) dan 
Sukirman (2013) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern dapat 
memoderasi hubungan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
Sistem pengendalian intern merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan 
pemerintah dan pengelola keuangan negara yang amanah. Proses pengendalian 
menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 
pemimpin dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari 
pengendalian adalah kapasitas sumber daya manusia di dalam organisasi yang 
membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan 
 
 
tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Karena sistem pengendalian intern 
yang baik maka organisasi akan dapat berjalan dengan baik. 
Jadi, sistem pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber 
daya manusia yang baik pula. Karena manusia menjadi subjek aktif dalam 
pengawasan, dengan sistem pengendalian intern dapat mencegah terjadinya 
tindakan yang merugikan keuangan negara seperti kecurangan (fraud) dan 
memanipulasi laporan keuangan, sehingga akan lebih mudah terdeteksi sejak dini. 
Sehingga dapat dikatakan semakin baik sistem pengendalian intern akan 
meningkatkan hubungan antara kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah. 
  
 
 
BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai Pemanfaatan Sistem Informasi 
Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian 
Intern Sebagai Variabel Moderating di  SKPD Kabupaten Klaten sebagai berikut: 
1. Hipotesis pertama (H1) ditolak dan disimpulkan pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah dengan ditunjukkan oleh nilai signifikan 
0,355 yang berarti tingkat signifikan diatas dari 0,05. 
2. Hipotesis kedua (H2)  diterima dan disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya 
manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
dengan menunjukkan nilai signifikansi 0,043 yang artinya tingkat signifikansi 
dibawah  dari 0,05. 
3. Hipotesis ketiga (H3) ditolak dan disimpulkan bahwa sistem pengendalian 
intern tidak dapat memoderasi pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 
Dengan nilai signifikansi interaksi antara pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah dengan sistem pengendalian intern sebesar 0,446 
sehingga ditunjukkan oleh nilai signifikansi diatas dari 0,05. 
4. Hipotesis keempat (H4) diterima dan simpulkan bahwa sistem pengendalian 
intern dapat memoderasi kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas 
 
 
laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan nilai signifikansi interaksi 
antara kapasitas sumber daya manusia dengan sistem pengendalian intern 
sebesar 0,030 dengan ditunjukkan oleh nilai signifikansi berarti nilai tersebut 
dibawah dari 0,05. 
5.2. Keterbatasan 
Dalam penelitian ini penulis memiliki keterbatasan penelitian sebagai berikut: 
1. Penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan 
Pemrintah Daerah Nomor 8 Tahun 2016 pasal 2 yang terdiri dari sekretariat, 
inspektorat, dinas-dinas, satuan dan badan-badan. Sehingga SKPD yang 
belum diteliti adalah kecamatan dan kelurahan seluruh kabupaten Klaten. 
2. Penelitian yang berasal dari persepsi responden yang disampaikan secara 
tertulis dan dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi 
validitas hasil.  Persepsi  responden  belum  tentu  mencerminkan  keadaan  
yang sebenarnya.  
3. Penelitian  ini  hanya  menggunakan  variabel  pemanfaatan sistem informasi 
kuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan sistem 
pengendalian intern sehingga dimungkinkan adanya variabel lain  yang  
mempengaruhi  kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,  misalnya  
pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), komitmen organisasi, 
peran audit internal, dan lain-lain. 
5.3. Saran-saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka penulis 
memberikan saran antaran lain: 
 
 
1. Peneliti selanjutnya diarahkan untuk meneliti SKPD termasuk kecamatan dan 
kelurahan kabupaten Klaten, sehingga penelitian akan menjadi lebih optimal. 
2. Selain menggunakan kuesioner secara tertulis bisa ditambahkan dengan 
menggunakan wawancara atau interview untuk meningkatkan keseriusan 
responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. 
3. Saran untuk perguruan tinggi lebih mengembangkan keilmuan pendalamam 
materi maupun skill, atau bisa juga mengandakan seminar yang berhubungan 
dengan kualitas laporan keuangan dilembaga pemerintah. 
4. Peneliti  selanjutnya  diharapkan  menambah  variabel  penelitian,  agar  dapat 
diketahui adanya variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
5. Penelitian  selanjutnya  diharapkan  menambah  sampel  penelitian,  tidak  
hanya pada tingkat kepala sub bagian keuangan/akuntansi, sehingga 
didapatkan hasil yang lebih baik. 
6. Bagi pemerintah daerah khususnya satuan kerja perangkat daerah kabupaten 
klaten agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
pegawai/staf sub bagian keuangan/akuntansi mengikuti berbagai pelatihan-
pelatihan dan diklat-diklat mengenai pemanfaatan Sistem Informasi 
Akuntansi pemerintah yang disebut dengan Sistem Informasi Keuangan 
Daerah. 
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LAMPIRAN 2 
SAMPEL PENELITIAN 
 
No Nama SKPD 
1.  Sekretariat Daerah 
2.  Sekretariat DPRD 
3.  Inspektorat Daerah 
4.  Dinas Pendidikan 
5.  Dinas Pariwisata,Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 
6.  Dinas Kesehatan 
7.  
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana 
8.  Dinas  Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
9.  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
10.  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
11.  Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
12.  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 
13.  Dinas Komunikasi dan Informatika 
14.  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 
15.  Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang 
16.  Dinas Perhubungan 
17.  Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
18.  Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan 
19.  Dinas Arsip dan Perpustakaan 
20.  Satuan Polisi Pamong Praja 
21.  Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 
22.  Badan Pengelola Keuangan Daerah 
23.  Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 
 
  
 
 
LAMPIRAN 3 
KUISIONER PENELITIAN 
Perihal: Permohonan Pengisian Kuesioner 
Kepada Yth. 
Bapak/Ibu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten 
Di Tempat 
 
Dengan Hormat, 
 Dalam rangka penelitian ilmiah untuk memenuhi tugas akhir pada 
Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul: 
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN 
DAERAH DAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP 
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL 
MODERATING. 
Sehubungan dengan hal tersebut saya mohon ketersediaan Bapak/Ibu 
untuk menjadi responden dan menjawab seluruh item pertanyaan dalam kuesioner 
ini secara objektif sesuai dengan petunjuk pengisian. 
Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak akan dipublikasikan dan tetap 
dijaga kerahasiaannya, karena angket ini semata-mata untuk tujuan akademis. 
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, 
kami ucapkan terima kasih. 
          
 
Hormat saya, 
 
 
        Meta Dewi Rianisanti 
        NIM. 132221024 
  
 
 
 
KUESIONER PENELITIAN 
A. Data Responden 
Mohon ketersediaan Bapak/Ibu mengisi daftar berikut: 
1. Nama :........................................................................ 
2. Jenis kelamin :  Pria Wanita 
3. Umur :  tahun 
4. Pendidikan terakhir : SMA D3 SI 
S2 S3 
5. Latar Belakang Pendidikan :.................................................................. 
6. Jabatan :....................................................................... 
7. Lama Bapak/Ibu menempati jabatan ini:................................................... 
8. Nama SKPD :…………………………………………………. 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
Bacalah baik-baik pernyataan berikut dan pilihlah salah satu jawaban yang 
sesuai dengan memberi tanda silang (X) pada kolom yang mewakili pilihan 
Bapak/Ibu dengan petunjuk sebagai berikut: 
1= Sangat Tidak Setuju (STS) 
2= Tidak Setuju (TS) 
3=Netral (N) 
4= Setuju (S) 
5= Sangat Setuju (SS) 
  
 
 
DAFTAR PERNYATAAN 
1. PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN 
DAERAH 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Laporan keuangan dihasilkan dari sistem 
informasi yang terintegrasi lebih cepat, 
mudah dan akurat. 
     
2. Batasan akses pengunaan komputer hanya 
pegawai/staf bagian sub bagian akuntansi 
dan keuangan guna menjaga kerahasiaan 
data dan keamanan data. 
     
3. Jaringan internet dan jaringan komputer 
telah dimanfaatkan di unit kerja sebagai 
penghubung dalam pengiriman informasi 
telah terpasang di unit kerja. 
     
4. Proses akuntansi dan pelaporan dilakukan 
secara komputerisasi sesuai dengan 
perundang-undangan. 
     
5. Teknologi informasi akan menghasilkan 
hasil (output) berupa laporan keuangan 
dengan tepat waktu dan memiliki tingkat 
akurasi yang tinggi. 
     
 
 
2. KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 
NO PERTANYAAN STS TS N S SS 
6. Subbagian keuangan/akuntansi di setiap 
SKPD memiliki pegawai/staf yang mampu 
melaksanakan tugas dan fungsi kerja dengan 
baik 
     
7. Subbagian keuangan/akuntansi di setiap 
SKPD memiliki pegawai/staf yang 
melakukan pekerjaan sesuai dengan 
keahliannya 
     
8. Subbagian keuangan/akuntansi di setiap 
SKPD memiliki pegawai/staf yang mampu 
menghasilkan output berupa laporan 
keuangan yang baik 
     
9. Subbagian keuangan/akuntansi di setiap 
SKPD memiliki pegawai/staf yang mampu 
melaksanakan fungsi akuntansi dengan baik 
     
 
 
10. Subbagian keuangan/akuntansi di setiap 
SKPD memiliki pegawai/staf yang mampu 
mencapai tujuan yang efektif dan efisien 
     
 
3. SISTEM PENGENDALIAN INTERN 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
11. Setiap instansi memiliki integritas dan 
kode etik tertulis yang diterapkan kepada 
seluruh tingkatan pimpinan dan 
pegawai/staf 
     
12. SKPD mempunyai struktur organisasi dan 
uraian tugas pegawai/staf instansi 
pemerintah secara tertulis yang 
menggambarkan pembagian kewenangan 
dan pemisahan tugas yang jelas 
     
13. Pimpinan mengantisipasi timbulnya risiko 
akibat perubahan ekonomi, peraturan, atau 
kondisi lainnya dapat mempengaruhi 
pencapaian sasaran 
     
14. Pimpinan melakukan analisis resiko secara 
lengkap dan menyeuruh tentang dampak 
pelaksanaan program dan kegiatan 
     
15. Setiap transaksi dan aktivitas telah 
didukung dengan otorisasi dari pihak yang 
berwenang 
     
16. Informasi disediakan tepat waktu 
memungkinkan untuk dilakukan tindakan 
korektif tepat waktu 
     
17. Informasi harus disajikan dalam bentuk 
laporan keuangan supaya dapat 
dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 
memerlukan 
     
18. Adanya pengawasan secara terus menerus 
dan periodik terhadap laporan keuangan 
     
 
  
 
 
 
4. KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
19. Laporan keuangan menyediakan informasi 
yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan 
di masa lalu 
     
20. Laporan keuangan menyediakan informasi 
yang mampu memprediksi masa yang akan 
datang 
     
21. Penyajian laporan keuangan tepat waktu 
sesuai periode akuntansi 
     
22. Laporan keuangan menghasilkan informasi 
yang lengkap mencakup semua informasi 
yang dibutuhkan guna pengambilan 
keputusan 
     
23. Laporan keuangan menghasilkan informasi 
yang wajar dan jujur sesuai transaksi dan 
peristiwa keuangan lainnya yang 
seharusnya disajikan 
     
24. Laporan keuangan dapat diverifikasi      
25. Informasi laporan keuangan yang disajikan 
dengan akurat 
     
26. Laporan keuangan menghasilkan informasi 
yang dapat dibandingkan dengan laporan 
keuangan periode sebelumnya 
     
27. Informasi dari laporan keuangan yang 
dihasilkan dapat dipahami secara jelas 
     
 
 
LAMPIRAN 4 
DATA PENELITIAN 
 
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN 
DAERAH 
Responden PSIAKD 
1 
PSIAKD 
2 
PSIAKD 
3 
PSIAKD 
4 
PSIAKD 
5 
TOTAL 
PSIAKD 
1 5 4 2 4 5 20 
2 4 4 4 4 5 21 
3 4 4 4 2 4 18 
4 4 4 4 2 4 18 
5 4 4 4 4 4 20 
6 4 4 4 4 4 20 
7 4 4 4 4 4 20 
8 5 4 5 4 4 22 
9 4 4 4 4 4 20 
10 5 5 5 5 5 25 
11 4 3 4 3 5 19 
12 4 5 5 5 5 24 
13 5 2 3 2 4 16 
14 4 4 3 2 4 17 
15 5 5 5 5 5 25 
16 4 4 4 4 4 20 
17 4 4 4 4 4 20 
18 4 4 4 3 4 19 
19 4 4 4 3 4 19 
20 5 5 5 5 5 25 
21 4 5 5 4 4 22 
22 4 4 4 4 4 20 
23 5 4 4 4 4 21 
24 4 4 4 3 5 20 
25 3 4 4 3 4 18 
26 3 4 3 3 4 17 
27 2 2 3 1 4 12 
28 4 4 4 3 5 20 
29 5 5 5 5 5 25 
30 4 4 4 5 4 21 
 
 
Responden PSIAKD 
1 
PSIAKD 
2 
PSIAKD 
3 
PSIAKD 
4 
PSIAKD 
5 
TOTAL 
PSIAKD 
31 4 4 4 4 4 20 
32 4 4 4 4 4 20 
33 5 4 5 4 5 23 
34 4 4 4 3 2 17 
35 5 4 4 3 4 20 
36 4 4 4 3 3 18 
37 5 4 4 4 4 21 
38 4 4 4 5 4 21 
39 4 4 4 4 4 20 
40 5 4 3 2 2 16 
41 4 4 4 3 4 19 
42 5 4 4 4 5 22 
43 4 4 4 4 4 20 
44 4 4 4 3 5 20 
45 4 4 5 3 4 20 
46 2 3 4 1 5 15 
47 4 4 4 4 4 20 
48 4 4 3 3 4 18 
49 4 4 2 3 3 16 
50 4 4 3 3 4 18 
51 4 3 3 3 4 17 
52 4 4 4 4 4 20 
53 4 4 4 4 4 20 
54 5 5 5 4 5 24 
55 4 4 4 2 4 18 
56 4 4 4 3 3 18 
57 4 4 4 4 4 20 
58 4 4 4 4 4 20 
59 4 4 4 3 4 19 
60 5 5 5 5 5 25 
61 4 4 4 3 4 19 
62 4 4 4 4 4 20 
 
  
 
 
KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 
Responden KSDM 1 KSDM 2 KSDM 3 KSDM 4 KSDM 5 TOTAL 
1 4 4 5 4 4 21 
2 4 4 5 4 4 21 
3 4 2 4 5 5 20 
4 5 2 4 5 3 19 
5 3 2 4 3 3 15 
6 4 4 2 2 3 15 
7 5 4 4 4 4 21 
8 4 4 5 5 3 21 
9 4 2 5 4 3 18 
10 4 3 4 3 3 17 
11 4 5 5 4 5 23 
12 4 3 4 3 3 17 
13 4 5 4 2 4 19 
14 4 5 4 4 4 21 
15 4 5 4 4 4 21 
16 5 4 4 4 4 21 
17 4 4 4 4 4 20 
18 4 4 4 4 4 20 
19 4 4 4 4 4 20 
20 5 5 5 5 5 25 
21 5 5 5 5 5 25 
22 5 5 5 5 5 25 
23 5 5 5 5 5 25 
24 4 4 4 4 4 20 
25 5 5 5 5 5 25 
26 5 3 4 4 4 20 
27 4 4 4 4 4 20 
28 4 4 4 4 4 20 
29 4 2 5 3 4 18 
30 3 3 4 4 4 18 
31 5 5 5 5 5 25 
32 5 2 3 4 5 19 
33 5 4 5 3 5 22 
34 4 4 4 4 4 20 
35 5 5 5 4 4 23 
36 5 4 5 4 4 22 
37 4 3 4 3 3 17 
38 4 5 4 4 4 21 
 
 
Responden KSDM 1 KSDM 2 KSDM 3 KSDM 4 KSDM 5 TOTAL 
39 4 4 4 4 4 20 
40 4 4 4 4 4 20 
41 5 5 4 4 4 22 
42 5 5 5 5 5 25 
43 5 4 5 5 5 24 
44 5 5 5 5 5 25 
45 4 2 3 4 5 18 
46 4 4 4 4 4 20 
47 4 4 4 4 4 20 
48 4 4 4 4 4 20 
49 4 4 5 5 4 22 
50 5 5 5 5 5 25 
51 4 4 5 5 5 23 
52 4 4 4 4 4 20 
53 3 5 4 3 5 20 
54 4 4 5 5 4 22 
55 5 4 4 5 5 23 
56 4 4 4 4 4 20 
57 5 4 4 5 5 23 
58 3 2 2 2 2 11 
59 2 2 4 2 4 14 
60 4 3 4 4 4 19 
61 3 4 5 4 4 20 
62 4 4 4 4 4 20 
 
  
 
 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN 
Responden SPI 1 SPI 2 SPI 3 SPI 4 SPI 5 SPI 6 SPI 7 SPI 8 TOTAL SPI 
1 5 5 4 4 5 5 5 4 37 
2 5 5 4 4 5 5 5 4 37 
3 5 4 4 3 4 5 4 5 34 
4 4 5 3 3 4 3 4 5 31 
5 2 4 3 2 4 4 4 2 25 
6 3 4 4 3 2 2 3 4 25 
7 3 4 4 4 3 3 4 4 29 
8 3 4 4 3 4 4 4 5 31 
9 5 4 3 3 2 4 4 5 30 
10 3 4 2 2 2 3 4 4 24 
11 5 4 4 3 4 5 4 4 33 
12 3 4 2 2 2 3 4 4 24 
13 4 4 3 3 3 4 4 5 30 
14 4 4 3 5 5 4 4 5 34 
15 4 4 4 5 5 4 4 5 35 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
24 4 5 5 4 3 4 5 5 35 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
26 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
29 5 4 2 4 2 4 3 4 28 
30 4 4 5 4 3 5 4 3 32 
31 3 5 4 4 5 5 5 5 36 
32 5 5 4 3 3 4 4 5 33 
33 4 4 4 5 4 5 5 5 36 
34 4 5 3 3 4 4 4 4 31 
35 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
36 4 4 4 5 4 4 4 4 33 
37 5 5 5 5 4 3 5 5 37 
38 4 4 4 4 4 4 5 4 33 
 
 
Responden SPI 1 SPI 2 SPI 3 SPI 4 SPI 5 SPI 6 SPI 7 SPI 8 TOTAL SPI 
39 4 4 5 5 5 5 4 4 36 
40 3 4 3 4 5 5 5 4 33 
41 4 5 4 4 4 4 4 4 33 
42 5 5 4 4 4 5 4 4 35 
43 4 4 4 4 4 4 4 5 33 
44 4 4 5 4 4 5 4 4 34 
45 5 5 3 3 4 5 4 5 34 
46 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
47 4 4 3 3 4 3 4 4 29 
48 4 4 3 3 4 3 4 4 29 
49 4 4 4 3 4 4 4 4 31 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
51 4 5 5 5 5 5 5 4 38 
52 3 5 4 4 4 4 5 4 33 
53 5 3 3 5 5 5 3 4 33 
54 4 5 4 5 4 4 4 5 35 
55 4 4 5 5 5 5 5 5 38 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
57 5 5 5 4 5 5 5 5 39 
58 3 4 3 2 4 4 4 3 27 
59 4 4 4 3 3 2 4 4 28 
60 3 4 4 4 4 5 5 5 34 
61 4 5 4 5 4 5 5 4 36 
62 3 3 4 4 4 4 4 4 30 
 
  
 
 
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
Respon 
den 
KLKPD 
1 
KLKPD 
2 
KLKPD 
3 
KLKPD 
4 
KLKPD 
5 
KLKPD 
6 
KLKPD 
7 
KLKPD 
8 
KLKPD 
9 
TOT 
KLKPD 
1 5 5 5 4 5 4 5 5 5 43 
2 3 5 5 4 5 4 5 5 5 41 
3 5 4 3 4 4 5 4 5 4 38 
4 4 4 4 5 5 2 5 5 5 39 
5 3 4 4 2 3 4 3 4 4 31 
6 4 4 4 3 3 4 4 5 4 35 
7 5 4 3 4 4 4 5 4 3 36 
8 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
9 4 5 4 4 3 3 4 5 5 37 
10 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
11 5 5 5 4 4 5 4 5 5 42 
12 4 4 4 3 4 4 4 4 4 35 
13 3 4 3 4 3 5 4 5 4 35 
14 3 4 3 4 4 5 5 3 4 35 
15 4 4 4 5 4 5 5 5 5 41 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
19 4 2 4 4 4 4 4 4 4 34 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
24 4 4 5 5 4 4 5 5 5 41 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
26 5 3 4 5 4 4 4 4 4 37 
27 4 2 4 4 4 4 4 4 4 34 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
29 3 4 5 3 3 3 4 4 5 34 
30 2 3 4 3 4 4 5 5 4 34 
31 5 4 5 5 5 5 5 5 5 44 
32 5 3 5 4 5 3 5 4 5 39 
33 4 4 5 4 5 4 5 4 4 39 
34 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
35 2 3 4 4 4 4 4 4 4 33 
36 4 4 5 4 4 4 5 4 4 38 
37 4 3 3 4 4 4 4 5 3 34 
 
 
Respon 
den 
KLKPD 
1 
KLKPD 
2 
KLKPD 
3 
KLKPD 
4 
KLKPD 
5 
KLKPD 
6 
KLKPD 
7 
KLKPD 
8 
KLKPD 
9 
TOT 
KLKPD 
38 4 4 4 5 5 4 5 5 5 41 
39 5 5 5 4 5 5 4 5 5 43 
40 5 4 5 4 5 5 4 5 5 42 
41 3 3 4 5 5 3 4 4 5 36 
42 4 3 4 5 5 4 5 4 5 39 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
44 4 4 4 3 4 3 4 4 5 35 
45 3 4 5 3 4 4 5 3 5 36 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
47 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33 
48 3 4 3 3 4 4 4 4 4 33 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
50 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
51 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
52 4 5 4 5 5 5 5 4 4 41 
53 3 5 5 5 5 3 5 3 5 39 
54 5 4 4 5 4 5 5 4 4 40 
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
57 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
58 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 
59 5 5 5 5 4 4 4 5 4 41 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45 
61 4 4 5 4 5 4 4 5 5 40 
62 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 
 
 
 
  
 
 
LAMPIRAN 5 
STATISTIK DESKRIPTIF 
 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
TOTAL_PSIAKD 62 19 25 21,61 1,777 
TOTAL_KSDM 62 11 25 20,58 2,883 
TOTAL_SPI 62 24 40 33,00 4,012 
TOTAL_KLKPD 62 31 45 38,74 4,097 
Valid N (listwise) 62     
 
  
 
 
LAMPIRAN 6 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
1. PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN 
DAERAH 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,769 ,775 5 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
PSIAKD_1 15,66 4,752 ,471 ,287 ,749 
PSIAKD_2 15,79 4,496 ,682 ,541 ,692 
PSIAKD_3 15,82 4,345 ,589 ,412 ,710 
PSIAKD_4 16,29 3,160 ,693 ,528 ,674 
PSIAKD_5 15,66 4,982 ,351 ,182 ,784 
 
 
  
 
 
2. KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,821 ,828 5 
 
 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KSDM_1 16,43 6,368 ,606 ,475 ,789 
KSDM_2 16,73 5,575 ,557 ,351 ,813 
KSDM_3 16,36 6,401 ,603 ,447 ,790 
KSDM_4 16,54 5,481 ,719 ,622 ,752 
KSDM_5 16,43 6,296 ,630 ,409 ,783 
 
 
  
 
 
3. SISTEM PENGENDALIAN INTERN 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,841 ,843 8 
 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
SPI_1 28,92 13,059 ,474 ,456 ,834 
SPI_2 28,68 13,861 ,488 ,474 ,833 
SPI_3 29,11 11,807 ,651 ,514 ,811 
SPI_4 29,11 11,217 ,687 ,575 ,806 
SPI_5 28,98 11,754 ,632 ,539 ,814 
SPI_6 28,79 12,201 ,613 ,510 ,816 
SPI_7 28,73 13,284 ,629 ,619 ,819 
SPI_8 28,68 13,665 ,446 ,345 ,836 
 
  
 
 
 
4. KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 
,854 ,858 9 
 
 
 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance if 
Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Squared Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
KLKPD_1 34,63 12,926 ,568 ,454 ,841 
KLKPD_2 34,61 13,028 ,582 ,413 ,839 
KLKPD_3 34,42 13,264 ,627 ,602 ,834 
KLKPD_4 34,53 12,712 ,657 ,580 ,830 
KLKPD_5 34,37 13,418 ,639 ,538 ,833 
KLKPD_6 34,52 14,024 ,444 ,347 ,852 
KLKPD_7 34,27 14,137 ,588 ,502 ,839 
KLKPD_8 34,31 14,085 ,531 ,384 ,843 
KLKPD_9 34,27 13,940 ,599 ,627 ,838 
 
 
 
  
 
 
LAMPIRAN 7 
ASUMSI KLASIK DAN KETEPATAN MODEL 
 
 
UJI MULTIKOLINEARITAS 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 8,655 4,113  2,104 ,040 
TOTAL_PSIAK
D 
,262 ,141 ,162 1,859 ,068 
TOTAL_KSDM ,098 ,181 ,069 ,543 ,589 
TOTAL_SPI ,693 ,130 ,679 5,332 ,000 
 
Coefficients
a
 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
TOTAL_PSIAKD ,999 1,001 
TOTAL_KSDM ,467 2,142 
TOTAL_SPI ,467 2,141 
 
a. Dependent Variable: TOTAL_KLKPD 
 
 
 
 
UJI NORMALITAS 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardi
zed 
Residual 
N 62 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,71510640 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,069 
Positive ,069 
Negative -,048 
Test Statistic ,069 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
Monte Carlo Sig. (2-
tailed) 
Sig. ,906
e
 
99% Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
,899 
Upper 
Bound 
,914 
 
 
 
 
 
 
 
 
UJI HETEROSKEDASTISITAS 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2,430 2,501  ,971 ,335 
TOTAL_PSIAKD ,046 ,086 ,070 ,538 ,592 
TOTAL_KSDM -,081 ,110 -,139 -,733 ,467 
TOTAL_SPI ,013 ,079 ,032 ,169 ,866 
 
a. Dependent Variable: ABS 
 
 
 
 
UJI KETEPATAN MODEL 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,778
a
 ,605 ,570 2,686 
a. Predictors: (Constant), X2Z1, TOTAL_PSIAKD, TOTAL_SPI, 
TOTAL_KSDM, X1Z1 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 619,846 5 123,969 17,183 ,000
b
 
Residual 404,025 56 7,215   
Total 1023,871 61    
a. Dependent Variable: TOTAL_KLKPD 
b. Predictors: (Constant), X2Z1, TOTAL_PSIAKD, TOTAL_SPI, TOTAL_KSDM, X1Z1 
 
 
  
 
 
LAMPIRAN 8 
UJI REGRESI DAN MODERATED REGRESSION ANALYSIS (MRA) 
 
 
Moderated Regression Analysis (MRA) 
 
Variables Entered/Removed
a
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X2Z1, 
TOTAL_PSIAK
D, TOTAL_SPI, 
TOTAL_KSDM, 
X1Z1
b
 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: TOTAL_KLKPD 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,778
a
 ,605 ,570 2,686 
 
a. Predictors: (Constant), X2Z1, TOTAL_PSIAKD, TOTAL_SPI, 
TOTAL_KSDM, X1Z1 
 
 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 619,846 5 123,969 17,183 ,000
b
 
Residual 404,025 56 7,215   
Total 1023,871 61    
 
a. Dependent Variable: TOTAL_KLKPD 
b. Predictors: (Constant), X2Z1, TOTAL_PSIAKD, TOTAL_SPI, TOTAL_KSDM, X1Z1 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 27,873 31,215  ,893 ,376 
TOTAL_PSIAKD 1,059 1,136 ,655 ,933 ,355 
TOTAL_KSDM -1,658 ,801 -1,167 -2,069 ,043 
TOTAL_SPI ,113 ,970 ,111 ,116 ,908 
X1Z1 -,027 ,035 -,767 -,768 ,446 
X2Z1 ,055 ,025 2,193 2,229 ,030 
 
a. Dependent Variable: TOTAL_KLKPD 
 
 
 
LAMPIRAN 9 
SURAT-SURAT IJIN PENELITIAN 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
